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ABSTRAK 
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Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam 

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik 

Eksploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana 

Islam (Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/ 

2020/PN.Bna) 

Tanggal Sidang  : 2 Juni 2022 M/ 2 Zulkaidah 1443 H 

Tebal Skripsi :   62 halaman 

Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag 

Pembimbing II           :   Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Delik, Eksploitasi 

Seksual, Hukum Pidana Islam. 

 

Konsep pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi seksual disebutkan di 

dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna. 

Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan acuan Pasal 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam hukum positif, dan 

hanya pelakunya saja yang dikenakan hukuman. Apabila merujuk pada hukum 

Pidana Islam, pelaku (mucikari) dan korban juga dapat diberikan hukuman. 

Fokus penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap delik 

eksploitasi seksual dilihat dari putusan No. 337/Pid.Sus/2020/ PN.Bna dan 

bagaimana perspektif hukum pidana Islamnya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis-normatif, disertai dengan perbandingan hukum positif dan 

hukum Islam, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian 

kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pertanggungjawaban pidana 

terhadap delik eksploitasi seksual dalam putusan No. 337/Pid.Sus/PN.Bna yaitu, 

pelaku diberikan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 120 juta rupiah 

dengan adanya bukti ajakan kepada korban untuk melakukan perbuatan seksual. 

Adapun menurut perspektif hukum Islam, bukan hanya pelaku saja yang dapat 

diberikan hukuman, melainkan korban pun juga dikenakan ḥadd. Korban 

(sebagai pelaku zina) dapat dikenakan ḥadd zina berdasarkan pengakuan, dan 

hukumannya berupa jilid 100 kali di hadapan khalayak ramai. Sedangkan 

terhadap pelaku utama (mucikari) diberikan hukuman ta’zῑr. Karena delik 

eksploitasi seksual tidak terdapat pembahasannya di dalam jarῑmah ḥudud. Dari 

paparan di atas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap delik 

eksploitasi seksual dalam perspektif hukum Islam sangat bertolak belakang 

dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf disertai tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 -Alīf tidak dilam ا

bangkan 

tidak dilam- 

bangkan 
 ṭā’ T ط

Te (dengan 

titik di bawah) 

 ẓa ẓ ظ Bā’ B Be ب
Zet (dengan 

titik di bawah) 

 ‘ ain‘ ع Tā’ T Te ت
Koma terbalik 

(di atas) 

 Ṡa ṡ ث
es (dengan 

titik di atas) 
 Gain G Ge غ

 Fā’ F Ef ف Jīm J Je ج

 Hā’ ḥ ح

ha (dengan 

titik di 

bawah) 

 Qāf Q Ki ق

 Kāf K Ka ك Khā’ Kh ka dan ha خ

 Lām L El ل Dāl D De د

 Żāl Ż ذ
Zet (dengan 

titik di atas) 
 Mīm M Em م

 Nūn N En ن Rā’ R Er ر



 

 

ix 

 

 Waw W We و Zai Z Zet ز

 Hā’ H Ha ه Sīn E Es س

 Hamzah ‘ Apostrof ء Syīn Sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ ص

es (dengan 

titik di 

bawah) 

 Yā’ Y Ye ي

 Ḍād ḍ ض

de (dengan 

titik di 

bawah) 
 

 

 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya  sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  fatḥah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  ḍammah U U 

 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf Nama 
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ي    َ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

و َ    fatḥah dan wāw Au a dan u 

Contoh:  

 yażhabu - ي ذهْ ب   

 kaifa - ك يْف   

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ي  َ  . ۱   َ  
fatḥah  dan alīf atau 
yā’ Ā 

a  dan garis di 

atas 

… يْ    kasrah dan yā’ Ī I  dan garis di atas 

… و     
ḍammah dan wāw Ū 

u  dan garis di 

atas 

 

 

Contoh: 

 qāla - ق ال   

م ى   ramā - ر 

4. Ta’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua: 

1. Ta’ marbūṭah hidup 

Tā’ marbūṭah yang hidup atau yang mendapat  harakat  fatḥah, kasrah 

dan ḍammah, transliterasinya adalah ‘t’. 

2. Ta’ marbūṭah mati 

Ta’ marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah ‘h’. 
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3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

ة  الأ طْف ل    وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl  - ر 

5. Syadddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

بَّن ا   rabbanā - ر 

 al-birr - الب ر   

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasi 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya, baik diikuti syamsiyyah  maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sempang (-). 

Contoh:  

ل     ج   ar-rajulu - الرَّ
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 asy-syamsu - الش مْس    

 al-qalamu - الق ل م    

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Apabila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alīf. 

Contoh:  

 inna - إ نَّ  

رْت     umirtu - أ م 

 akala - أ ك ل   

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata yang lain karena adanya huruf atau harkat yang 

dihilangkan. Maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga 

dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ق يْن    از  يْر  الرَّ إ نَّ اللََّّ  ل ه و  خ   wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn - و 

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

ل يْل   يْم  الْخ  اه   ibrāhīm al-khalīl -      إ بْر 

- Ibrāhīmul-Khalīl 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 

Berdasarkan hal tersebut, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 

dengan pedoman tajwid. 

Catatan: 

Adanya modifikasi seperti: 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainya 

ditulis sesuai kaidah penerjemah. 

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Strafbaar feit (Tindak Pidana) berdasarkan pendapat Hoge Raad 

diartikan sebagai bukan suatu perbuatan yang bersifat tindakan, melainkan 

sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, di mana seseorang itu harus 

bertanggung jawab atas timbulnya peristiwa maupun keadaan tanpa adanya 

sesuatu hal yang merujuk pada kelalaian, hingga ia harus 

dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.
1
 Unsur-unsur dari 

pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah kemampuan bertanggung 

jawab, kesalahan pembuat kejahatan, dan tidak adanya dasar pemaaf. 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika seorang pelaku kejahatan 

telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu. Moeljatno mengatakan, 

bahwasanya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) 

apabila seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana.
2
   

Pelaku kejahatan akan dijatuhi tanggung jawab atas perbuatan yang 

dilakukannya apabila telah melakukan kesalahan. Dalam hukum pidana terdapat 

suatu kejahatan di luar KUHP, yaitu tindak pidana khusus. Hukum pidana 

khusus merupakan perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi 

pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.
3
 Salah 

satu substansi aturan dari hukum pidana khusus yaitu kejahatan mengenai 

eksploitasi seksual yang masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan 

manusia (human trafficking).  

                                                             
1
 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 191. 
2
 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20. 
3
 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 26. 
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Eksploitasi merupakan sebuah upaya dengan adanya persetujuan maupun 

tanpa persetujuan korban yang tidak hanya merujuk pada pelacuran, kerja atau 

pelayanan secara paksa, perbudakan atau hal yang serupa dengannya, 

penindasan, pemerasan, memanfaatkan fisik secara seksualitas, organ 

reproduksi, atau adanya unsur melawan hukum memindahkan atau 

mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 

kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik 

materiil maupun immaterial. Kemudian terkait dengan eksploitasi seksual, yaitu 

segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari 

korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk hal yang tidak terbatas pada 

semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
4
  

Kejahatan eksploitasi seksual rentan terjadi terhadap perempuan. Hal ini 

berkaitan dengan susbtansi perdagangan perempuan  yang diartikan sebagai 

tindakan yang meliputi perekrutan, pengiriman perempuan, di dalam negeri 

ataupun di luar negeri untuk bekerja memberikan pelayanan dengan 

menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, lilitan utang, penipuan, ataupun 

dalam konteks lainnya.
5
 Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup perdagangan 

manusia dalam aspek eksploitasi seksual di dalam penelitian ini yaitu dilihat 

dalam ranah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.  

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 337/Pid.Sus/2020/ PN. 

Bna menetapkan bahwa seseorang pelaku sudah dinyatakan menjadi terdakwa 

dan status sebagai terpidana. Perkara ini dijelaskan di dalam dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum, bahwasanya terdakwa Hajirni Alias Nelly Binti (Alm) Nurdin 

pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, bertempat di depan Guest House 

Simpang 5 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh melakukan kejahatan 

perdagangan manusia.  

                                                             
4
 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 58. 

5
 Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP, cet. 1 (Jakarta: Raih Asa 

Sukses: Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm. 16.  
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Terdakwa melakukan dengan cara mengajak orang lain yaitu perempuan 

melakukan suatu perbuatan dengan unsur memberi bayaran atau manfaat dan 

adanya persetujuan dari korban. Terdakwa telah memenuhi faktor yang bersifat  

ajakan terhadap korban agar melaksanakan suatu perbuatan seksualitas, yang 

didasari atas keinginan korban. Adapun jika korban menerima ajakan tersebut, 

maka korban akan diberikan imbalan senilai Rp.300.000,00.
6
   

Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah korban tersebut 

didatangi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, pukul 03.00 

WIB, korban berencana akan mendatangi terdakwa sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya melalui via chat whatsapp di hari yang sama, sekiranya pada pukul 

19.30 WIB, dan menemui terdakwa pada keesokan harinya di hari Jum’at, pada 

tanggal 6 Maret 2020. Hal ini ia lakukan untuk menerima pekerjaan melayani 

laki-laki dalam hal seksual. Dalam konteks ini, korban memenuhi ajakan 

terdakwa tanpa adanya paksaan dan atas dasar kemauannya sendiri. Kemudian 

korban melakukan hubungan intim di daerah/ tempat yang telah disediakan. 

Terdakwa juga diancam hukuman penjara 3 tahun. Kemudian, denda Rp. 

120.000.000,00 yang dilihat dari pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang/ manusia.   

Adapun Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan pasal 506 KUHP 

tentang prostitusi dengan penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda 

paling banyak Rp. 15.000,00. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum memberikan 

dakwaan kepada terdakwa dengan cara mengajukan dakwaan alternatif di dalam 

surat dakwaan, sehingga hakim ketika hendak memutuskan suatu perkara dapat 

memilih antara kedua pasal tersebut untuk menjatuhkan hukuman terhadap 

terdakwa.
7
  

                                                             
6
 Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.  

7
 Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh. 
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Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim memutuskan dengan memilih 

dakwaan yang pertama, yaitu terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan 

denda sebesar 120 juta rupiah dengan syarat jika denda tidak dibayar, maka 

dialihkan dengan pidana kurungan dalam kurun waktu 2 bulan.
8
  Adapun jika 

dilihat dari putusan pengadilan tersebut, yang dikenakan hukuman/sanksi hanya 

terdakwa yang terbukti melakukan perdagangan manusia yang mendasar pada 

eksploitasi seksual. Sedangkan korban apabila ditinjau berdasarkan hukum 

Islam disebut juga sebagai pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan 

perbuatannya. Karena ia setuju, dan adanya pengakuan serta keinginan untuk 

melakukan suatu perbuatan seksual. Berdasarkan aturan hukum Islam, perbuatan 

ini dimasukkan ke dalam ranah perbuatan zina.  

Zina berdasarkan kajian fikih merupakan perbuatan persetubuhan 

diantara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu 

memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai 

batas hasyafah (kepala zakar).
9
 Hukuman zina ditegaskan di dalam firman Allah 

Swt, yaitu: 

ال ان ي ة  و  ين  لزَّ أفْ ة  ف ي د  ا ر  م  ذْك مْ ب ه  لَ  ت أخْ  لْد ةٍ ۖ و  ائ ة  ج  ا م  م  نْه  دٍ م  اح  د وا ك لَّ و  ان ي ف اجْل  زَّ
ن ين ؤْم  ن  الْم  ا ط ائ ف ة  م  دْ ع ذ اب ه م  ليْ شْه  ر  ۖ و  الْي وْم  الْْخ  ن ون  ب اللََّّ  و   اللََّّ  إ نْ ك نْت مْ ت ؤْم 

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-

tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 

beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 

mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur 

[24]: 2).
10

  

  

Adapun dalam hal substansi di atas terdapat unsur permasalahan yang 

didapatkan oleh penulis yaitu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

                                                             
8
 Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

9
 Islamul Haq, Fiqh Jinayah ( Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 

56. 
10

 QS. An-Nur (24): 2.  
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disebutkan merupakan hukum yang berlaku sekarang di negara Indonesia 

(hukum positif) yang merujuk pada KUHP. Akan tetapi dari segi putusan 

tersebut, yang dihukum hanya terdakwa yang dilihat dari unsur ajakan 

melakukan perbuatan seksual terhadap korban. Adapun jika ditinjau dari hukum 

pidana Islam, terdakwa dan korban dapat dijatuhi hukuman. Terdakwa dapat 

dihukum ta’zῑr, karena telah mengajak korban untuk melakukan perbuatan 

seksual. Ia dikenakan hukuman tersebut, karena  hukuman untuk eksploitasi 

tidak disebutkan dalam jarῑmah ḥudūd.  

Adapun korban terbukti juga melakukan perbuatan hubungan badan atas 

kemauan yang berdasar dari dirinya sendiri,  dan tidak ada unsur paksaan pada 

saat melakukan hubungan  terlarang itu. Dalam  hal ini, korban dapat dikenakan 

hukuman ḥadd zina jika dirujuk pada hukum Islam. Mengenai penjelasan di 

atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dan akan membandingkan 

penerapan hukuman dalam hukum positif dan hukum Islam.  

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, penulis akan meneliti 

dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Ekploitasi Seksual 

Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 337/Pid. 

Sus/2020/PN. Bna). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan konsep latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di 

atas, dapat disimpulkan rumusan masalah berikut ini: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap delik eksploitasi seksual 

dilihat dari putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN. Bna? 

2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban 

pidana delik eksploitasi seksual dalam putusan  No. 337/ 

Pid.Sus/2020/PN. Bna?  
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C. Tujuan Penelitian 

Pada hakikatnya, tujuan penelitian ditujukan untuk menelusuri serta 

menelaah tentang permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap delik eksploitasi 

seksual dilihat dari putusan No. 337/Pid.Sus/2020/ PN.Bna. 

2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap 

pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi seksual dalam putusan No. 

337/Pid.Sus/2020/PN.Bna. 

D. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah harus terdapat di dalam suatu penulisan karya ilmiah 

agar tidak adanya kesalahan menafsirkan istilah-istilah yang terdapat di dalam 

penelitian.  

1. Pertanggungjawaban pidana 

Pendefinisian pertanggungjawaban di dalam hukum pidana 

merupakan sebuah konsep umum yang sering disebut sebagai ajaran 

kesalahan. Kesalahan disebut sebagai mens rea. Yakni suatu perbuatan tidak 

dapat mengakibatkan seseorang bersalah melainkan jika ada maksud jahat 

darinya.
11

 Sedangkan pidana merupakan kata yang diambil dari bahasa latin 

yaitu poena yang berarti nestapa/ derita yang ditujukan sebagai pembalasan 

kepada pelaku.
12

 Jadi, pertanggung- jawaban pidana adalah perbuatan 

seseorang yang didasarkan atas kesalahan yang diperbuatnya dan dapat 

dikenakan pembalasan atau hukuman yang setimpal. 

2. Delik  

Delik disebut juga sebagai strafbaar feit atau tindak pidana. 

Merupakan suatu istilah yang dibentuk dengan adanya kesadaran dalam 

                                                             
11

 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 155. 
12

 Safitri Wikan Nawang Sari, Hukum Pidana Dasar (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 84 
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menentukan suatu ciri khas di dalam peristiwa hukum pidana.
13

 Jadi, delik 

merupakan suatu perbuatan yang digunakan untuk menentukan suatu 

kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang sehingga 

pelakunya dapat diberikan sanksi/ hukuman yang sesuai. 

3. Eksploitasi seksual 

Eksploitasi merupakan kegiatan mendistribusikan orang atau 

memprostitusikan dalam bentuk pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik 

lain yang serupa dengan perbudakan, serta pencurian organ tubuh.
14

 

Sedangkan kata seksual ditafsirkan dari kata bahasa inggris yaitu sex, yang 

artinya jenis kelamin dan berkesinambungan dengan perbuatan intim laki-laki 

dan perempuan dalam hal praktik hubungan seksual.
15

 Jadi eksploitasi 

seksual adalah perbuatan yang menyertakan seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan seksual atas dasar prostitusi.   

4. Hukum pidana Islam 

Hukum pidana Islam di dalam peristilahan fikih disebut sebagai 

jinᾱyah, tetapi fuqᾱha juga memaknai dengan istilah jarῑmah. Kata al- 

jinᾱyah merupakan bentuk jamak dari kata jinᾱyah yang diambil dari kata 

janᾱ-yajnῑ yang artinya memetik/ mengambil. Sedangkan jarῑmah berasal 

dari kata jarama yang sinonimnya kasaba waqtha’a yang artinya sebuah 

usaha atau perbuatan yang tidak baik. Secara istilah  jinᾱyah merujuk pada 

suatu perbuatan seseorang yang dilarang.
16

 Jadi, hukum pidana Islam 

merupakan suatu aturan yang mengatur perbuatan seseorang agar dapat 

                                                             
13

 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana. Cet-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2019),  hlm. 

5. 
14

 Rianto Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis. Cet-1 (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 110. 
15

 Sri Rahayu Lestari Pade, Kejahatan Seksual (Gorontalo: C.V Cahaya Arsh Publisher 

& Printing, 2021), hlm. 13. 
16

 Ali Geno Berutu, Fikih Jinayat: Hukum Pidana Islam. Cet-1 (Purwokerto: C.V. Pena 

Persada, 2020), hlm. 1.  
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diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya 

berdasarkan konsep keislaman.  

 

 

E. Kajian Pustaka 

Penulis telah melihat, dan menelusuri repository UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh dan repository universitas lainnya di luar UIN Ar-Raniry, kemudian 

Google Scholar, dan menemukan adanya sedikit unsur kesamaan dari penelitian 

yang akan peneliti kaji, seperti:  

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ni kadek Novita Sari Astuti, dengan 

judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak”. 

Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya tahun 2020, menjelaskan 

tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

eksploitasi seksual terhadap anak, dan telah terbukti bahwa pelaku yang sudah 

jadi terdakwa dijatuhi hukuman yang memenuhi unsur-unsur pertimbangan 

hakim. Dan juga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi 

seksual pada anak berdasarkan teori pemidanaan.
17

 Terdapat sedikit kesamaan 

dari segi permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi 

seksual. Hanya saja dalam penelitian ini, yang dikaji adalah eksploitasi seksual 

yang terjadi pada anak dibawah umur.  

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Hary Roby Sidharta, dengan judul 

“Efektivitas Implementasi Perda Kota Surakarta No.3 Tahun 2006 Tentang 

Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Di Kota Surakarta”. Program 

Studi Ilmu Administrasi Negara Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017, menjelaskan tentang adanya 

kebijakan atau aturan tentang penanggulangan eksploitasi seksual komersial 

yang diawali dari keluhan masyarakat tentang daerah-daerah yang adanya 

                                                             
17

 Ni kadek Novita Sari Astuti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi 
Seksual Pada Anak”, (skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020. 
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dampak eksploitasi seksual di kota Surakarta. Sehingga pemkot Surakarta 

membuat PERDA tentang penanggulangan eksploitasi seksual komersial di kota 

Surakarta, yang dinilai masih belum maksimal dari segi penerapannya.
18

 

Penelitian ini mengkaji tentang penanggulangan delik eksploitasi seksual di kota 

Surakarta. Hal ini sangat jauh berbeda dari penelitian yang penulis bahas yakni 

pertanggungjawaban terhadap pelaku delik eksploitasi seksual. 

Ketiga, Jurnal Hukum yang ditulis oleh Adinda Fitriani, dengan judul 

“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual Studi Putusan Perkara Nomor 

1.267/Pid.B/2010/PN Bwi”. Prodi Ilmu Hukum, konsentrasi Peradilan Pidana, 

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2017, menjelaskan 

tentang sanksi pidana yang diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa 

dalam putusan nomor 1.267/pid.B/2010/PN.Bwi, berupa penjara 4 tahun dan 

dikenakan denda sebesar Rp. 120.000.000. dengan subsidair pidana kurungan 

pengganti denda selama 3 bulan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang 

memberatkannya, yang dinilai adil untuk terdakwa.
19

 dalam penelitian ini 

terdapat sedikit persamaan yaitu adanya pengkajian terhadap 

pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi, yang membedakan yaitu dari segi 

pengkajian putusan pengadilan yang berbeda. Penulis mengakaji putusan 

Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 337/Pid. Sus/2020/PN. Bna.  

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Fara Pradita, dengan judul 

“Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial”. Mahasiswi Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Politik, Universitas Sebelas Maret. Tahun 2016, menjelaskan tentang 

upaya menanggulangi eksploitasi seksual komersial di kota Surakarta yang 

                                                             
18

 Hary Roby Sidharta, “Ektivitas Implementasi Perda Kota Surakarta No.3 Tahun 
2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Di Kota Surakarta”, (skripsi), 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
19

 Adinda Fitriani, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual Studi Putusan Perkara Nomor 

1.267/Pid.B/2010/PN Bwi”, (jurnal hukum), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2017. 
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pemerintahannya belum meningkatkan gender serta belum terlaksana program-

program untuk perbaikan kehidupan para perkerja seks komersial. Sedangkan 

penelitian yang penulis kaji yaitu tentang pertanggung jawaban pidana delik 

eksploitasi seksual dalam putusan Pegadilan Negeri Banda Aceh.
20

 Penelitian ini 

hanya mengkaji terkait dengan penanggulangan eksploitasi seksual komersial, 

bukan meneliti tentang pertanggungjawaban pidananya. 

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Sony Surya Prayoga, dengan judul 

“Eksploitasi Seksual Komersial Anak”. Mahasiswa Fakultas Hukum, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2009, menjalskan tentang tindakan 

eksploitasi seksual komersial terhadap anak dilihat dari aspek kriminoogisnya. 

Yang dilihat dari aktifitas perdagangan manusia khususnya anak.
21

 Sedangkan 

penelitian yang penullis ingin kaji yaitu tentang pertanggungjawaban pidana dari 

tindakan pelaku delik eksploitasi seksual berdasarkan analisis putusan 

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditinjau dari hukum pidana Islam. 

Berdasarkan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang terkait 

dengan judul penulis yang akan dikaji, maka tidak ditemukannya unsur 

kesamaan secara persis seperti judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Delik Ekploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis 

Putusan No. 337/Pid. Sus/2020/PN. Bna)”. Dengan demikian, penulis akan 

membahas lebih dalam permasalahan tersebut dengan memakai data yang valid 

dan akurat.  

 

F. Metode Penelitian 

Dalam setiap penelitian karya tulis ilmiah selalu memerlukan data yang 

akurat, lengkap, bernilai objektif secara jelas, sistematis, dan memiliki cara 

                                                             
20

 Fara Pradita, “Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial”, (skripsi), Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sebelas Maret. 2016. 
21

 Sony Surya Prayoga, “Eksploitasi Seksual Komersial Anak”, (skripsi), Fakultas 

Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. 
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terstruktur yang disesuaikan dengan masalah penelitian. Metode penelitian dapat 

dilihat seperti halnya di bawah ini. 

 

1. Pendekatan Penelitian  

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian, penulis 

menggunakan berbagai pendekatan agar dapat mengolah inti dari masalah 

objek kajian, yaitu: 

a. Pendekatan yuridis-normatif yang disebut juga sebagai pendekatan 

perundang-undangan. Yuridis-normatif mengkaji doktrin, asas, aturan 

dalam hukum. Yang sering disebut penelitian doktrinal (doktrinal 

research) ataupun penelitian terhadap sistematika hukum. Metode ini 

bertumpu kepada norma dan aturan hukum di dalam perundang-

undangan serta putusan pengadilan berdasarkan vonis  hakim.
22

  Dalam 

hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 

memakai UU  RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang/ manusia, yang disertai dengan putusan 

Pengadilan Negeri Banda Aceh No.337/ Pid.Sus/2020/PN.Bna untuk 

menyelesaikan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.  

b. Pendekatan perbandingan yang disebut juga sebagai komparatif. Yaitu 

membandingkan suatu hukum dengan hukum lainnya untuk 

menemukan data penelitian yang akurat, serta menghasilkan data yang 

valid. Hukum yang dibandingkan dalam penelitian ini yaitu hukum 

positif dan hukum pidana Islam. Yakni dengan membandingan 

pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi seksual dalam ranah 

hukum pidana dan hukum pidana Islam, serta dengan adanya 

pengkajian terhadap putusan pengadilan yang inkrah, sehingga akan 

                                                             
22

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105. 
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diharapkan akan menghasilkan solusi dari permasalahan yang penulis 

kaji.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu 

penelitian khusus sebuah objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau 

cara kuantifikasi. penelitian ini mendasari peneliti untuk menginterpretasi 

permasalahan-permasalahan yang muncul berdasarkan data.
23

 Penelitian 

secara kualitatif merupakan suatu penelitian yang didapatkan dari sebuah 

data yang tertulis kemudian dimasukkan ke dalam penelitian untuk dilihat 

hasil akhirnya. Keterkaitan data tertulis tersebut yaitu dengan dilandasi 

pengumpulan data dengan diberlakukannya teknik library research 

(penelitian kepustakaan).  

3. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer, data sekunder, 

dan data tersier. 

a. Sumber data primer seperti: UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang/ manusia, Direktori 

Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh, 

dan Al-Qur’an surah An-Nur: 2 dan Hadis Rasulullah Saw.  

b. Sumber data sekunder seperti: Abdul Qadir Audah versi Ensiklopedi 

Hukum Pidana Islam, buku Tindak Pidana Khusus, buku-buku umum 

dan hukum Pidana Islam, serta jurnal penelitian terdahulu maupun 

terbaru.  

c. Sumber data tersier seperti: KBBI, Web valid dan resmi, penelitian 

skripsi terdahulu, dan lain-lain.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

                                                             
23

 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif  

(Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2012), hlm. 13.  
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Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan 

data kepustakaan, yang sering disebut sebagai library research. Studi 

kepustakaan yang membantu penulis untuk mendapatkan gambaran atau 

informasi tentang suatu penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti.
24

 Dan juga disertai dengan teknik pengumpulan data dengan metode 

dokumentasi yaitu sebuah data-data yang mudah diakses, agar kasus dapat 

diteliti dengan baik, serta dapat meninjau penelitian terdahulu untuk 

mengumpulkan data-data terkait penelitian.
25

 

5. Objektivitas dan Validitas Data 

Objektivitas penelitian lebih berfokus pada pertanggung-jawaban 

pidana eksploitasi seksual di dalam ranah hukum positif, serta hubungannya 

dengan surah an-nur ayat 2 tentang ḥadd zina yang berkaitan dengan 

tindakan eksploitasi seksual. Validitas data untuk menguatkan pendapat 

penulis yaitu adanya putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 

No.337Pid.Sus/2020/PN.Bna. Dengan adanya putusan pengadilan, penulis 

akan membandingkan isi di dalam putusan dengan hukum Islam. Sehingga 

dapat ditemukan hasil akhir untuk titik temu pembahasan dari penelitian ini. 

6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data terhadap penelitian 

deskriptif analis. Yaitu menelaah permasalahan secara eksploratif yang dikaji 

secara luas dan lebih terperinci.
26

 Analisis data dilakukan terhadap sebuah 

data yang berasal dari penelusuran hasil studi pendahuluan ataupun disebut 

sebagai data sekunder yang akan dilengkapi dengan data primer untuk 

                                                             

 
24

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2009), hlm. 112. 
25

 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet-1 

(Sukabumi: C.V. Jejak, 2018), hlm. 145.  

 
26

 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 19. 
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menentukan fokus penelitian.
27

 Dalam penelitian ini, penulis lebih 

menekankan terhadap aspek menganalisa data yang merujuk pada data 

primer untuk mendapatkan hasil penelitian.  

 

 

7. Pedoman Penulisan  

Penelitian ini memakai pedoman penulisan berdasarkan buku panduan 

skripsi yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2008 dan 

direvisi kembali ditahun 2019. Pengutipan ayat Al-Qur’an penulis memakai 

pedoman Al-Qur’an yang ditashihkan oleh Kementrian Agama RI. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang penelitian yang sudah diatur 

secara terstruktur, tersusun, serta mengurai pokok-pokok pembahasan di dalam 

suatu karya ilmiah, yang dibagi dalam beberapa bab, dan dalam uraian bab 

terdapat subbab-subbab sebagai pelengkapnya.  

Bab satu yaitu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian seperti: pendekatan 

penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas 

dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan. Kemudian dalam 

bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab dua membahas konsep delik eksploitasi seksual dalam hukum 

pidana Islam yang mempunyai subbab: definisi pertanggungjawaban pidana dan 

delik eksploitasi seksual, Keterkaitan Eksploitasi Seksual dalam Hadd Zina 

berdasarkan Kajian Hukum Pidana Islam, dan hukuman terhadap pelaku delik 

eksploitasi seksual dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam. 

                                                             
27

 Umrati dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian 

Pendidikan (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 87. 
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Bab tiga membahas pertanggungjawaban pidana terhadap eksploitasi 

seksual berdasarkan hukum pidana Islam, yang mempunyai subbab berupa, 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi seksual dalam putusan 

No.337/Pid.Sus/2020/PN/Bna: pertimbangan hakim, hal-hal yang memberatkan 

dan meringankan, serta amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

Kemudian analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana 

delik eksploitasi seksual dalam putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna. 

Bab empat merupakan pembahasan akhir yaitu penutup. Terdiri atas 

kesimpulan yang disertai saran terhadap penelitian penulis. Bab ini merupakan 

titik tumpu bagian terpenting dan juga adanya saran penulis terhadap penelitian 

untuk penyempurnaan serta perbaikan yang dapat dijadikan karya ilmiah. Dari 

hasil yang didapatkan dari beberapa bab yang penulis susun, maka bab ini 

merupakan akhir dari penelitian yang menghasilkan suatu jawaban 

permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian.  
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BAB DUA 

KONSEP DELIK EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM 

HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana dan Delik Eksploitasi Seksual 

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai toereken baarheid, 

criminal responsibility, criminal liability. KUHP tidak merumuskan secara 

jelas mengenai pertanggungjawaban pidana, melainkan disetarakan atau 

dikaitkan dengan doktrin hukum yang ada. Kemampuan bertanggung jawab 

dari pembuat kejahatan didasarkan oleh doktrin  hukum oleh memorie van 

toelichting (MvT) yang dikutip oleh Lukman Hakim dalam bukunya, yaitu: 

a. Orang yang melakukan kejahatan tidak ada wewenang memilih secara 

bebas antara yang dilakukan atau tidak dilakukan mengenai hal-hal 

yang dilarang atau diperintahkan oleh aturan undang-undang. 

b. Orang yang melakukan kejahatan berada dalam keadaan yang sebenar-

benarnya, sehingga perbuatannya itu bertentangan dengan aturan, dan 

terdapat akibat hukumnya.
28

  

Berdasarkan doktrin hukum tersebut, dapat ditafsirkan bahwasanya 

seorang yang melakukan suatu perbuatan jahat, tidak dapat diberikan 

kesempatan memilih antara ia berbuat atau tidak berbuat kejahatan. Karena 

apapun yang sudah dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan, maka ia dapat 

diberikan hukuman berdasarkan aturan hukum yang ada.  

Sedangkan menurut Pompe yang dikutip oleh Andy Sofyan dan Nur 

Azisa, kemampuan bertanggungjawab harus disertai dengan unsur-unsur 

berikut ini: 

                                                             
28

 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Cet. 1 

(Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 35.  
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a. Kemampuan daya pikir (psychisch) bagi seorang pembuat/ pelaku 

kejahatan (dader) yang adanya kemungkinan bahwa ia dapat 

menentukan perbuatannya; 

b. Adanya sebab dan ia dapat menentukan efek akibat dari perbuatannya; 

c. Dengan demikian, ia dapat mengendalikan kehendaknya menyesuaikan 

pendapatnya sendiri.
29

 

Pendapat  S. R. Sianturi yang dikutip juga oleh Andy Sofyan dan Nur 

Azisa juga menjadi landasan diberlakukannya unsur kemampuan 

bertanggung jawab oleh seseorang pembuat kejahatan. Menurutnya, 

seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila: 

a. Dari segi keadaan jiwa: 

1) Tidak adanya gangguan penyakit sementara atau terus menerus; 

2) Tidak adanya kecacatan dalam pertumbuhan (idiot, gagu, dan 

sebagainya); 

3) Tidak adanya pengaruh gangguan terkejut, hipnotis, amarah yang 

tidak terkontrol, dalam pengaruh bawah sadar, ngelindur, ngigau, 

atau dapat dikatakan ia dalam keadaan sadar. 

b. Dari segi kemampuan jiwa: 

1) Dapat menyadari dari hasil perbuatannya 

2) Dapat mengendalikan keinginannya berdasarkan perbuatan-nya, 

apakah akan dilaksanakan atau tidak; 

3) Dapat menyadari sifat tercelanya dari perbuatan yang dilakukan 

olehnya.
30

 

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan suatu upaya tanggung 

jawab dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku pembuat kriminal. 

Pertanggungjawaban disebut sebagai doktrin mens rea yakni sebagai dasar 

                                                             
29

 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Cet-1 (Makassar: Pustaka 

Pena Press, 2016), hlm. 125. 
30

 Ibid., hlm. 126-127. 
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dari hukum pidana yang dalam penerapannya tidak dapat berlaku apabila 

perbuatannya sudah dimaafkan oleh korban. Adanya konsep mens rea juga 

disandingkan dengan asas actus reus yang secara rinci disebut “actus non 

facit reum, nisi mens sit rea (suatu perbuatan tidak dapat membuat orang 

salah kecuali jika dilakukan dengan niat jahat)”.
31

 

Actus reus berarti suatu kelalaian yang dilarang dalam hukum pidana. 

Konsep actus reus harus dilengkapi dengan mens rea yang harus dibuktikan 

dengan penuntutan bahwa pelaku telah melakukan niat jahat atau 

kesengajaan melakukan tindak pidana.
32

 Jadi, suatu perbuatan tidak dapat 

diberikan atau dijatuhkan kepada pelaku apabila tidak terpenuhi unsur actus 

reus (niat jahat) dan mens rea (kesalahan).  

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak secara spesifik dijelaskan 

dalam KUHP, hanya saja terdapat pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa: 

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang 

sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”33
 

 

Apabila pasal 44 KUHP ini ditelusuri lebih dalam, maka dapat 

dijabarkan adanya penentuan keadaan si pelaku yang melakukan kejahatan. 

Dalam keadaan ini, yang hanya dapat menentukan keadaan jiwa/ psikis si 

pelaku adalah dokter ahli kejiwaan. Dan yang menentukan layak atau tidak 

dijatuhi hukuman terhadap pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan oleh 

hakim. Kemudian adanya kalimat yang menekankan “kurang sempurna akal 

atau sakit berubah akal”. Dalam hal ini disebut juga sebagai gangguan 

kejiwaan yang dalam dunia medis disebut psychose.
34

 

                                                             
31

 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia: 

Hukum Penintensier, Cet. 2 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 58.  
32

 Ibid. 
33

 Andi Hamzah, KUHP&KUHAP, Cet-16 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.  23.  
34

 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 78. 
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Kemampuan bertanggung jawab menurut S.R. Sianturi bahwasanya 

didasarkan dalam keadaan dan kemampuan jiwa (geestelijke vermogens) dan 

bukan pada keadaan kemampuan berpikir (verstandelijk vermogens) dari 

seseorang. Walaupun berdasarkan istilah resmi yang digunakan dalam pasal 

44 KUHP adalah verstandelijke vermogen, yaitu terjemahan dari keadaan dan 

kemampuan jiwa seseorang, terjemahan tersebut merupakan konsep yang 

seharusnya sesuai dengan perkembangan doktrin dan lebih dapat memenuhi 

kebutuhan praktek.
35

 

Seseorang dapat dijatuhi pidana bukan hanya karena melakukan 

perbuatan melawan hukum formil dan materiil, melainkan juga harus adanya 

kesalahan yang melekat padanya ketika ia melakukan kejahatan. Pelaku dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila seseorang tidak terbukti 

melakukan kesalahan, dan ia tidak dapat di berikan sanksi pidana.
36

 

Apabila jika merujuk pada hukum Islam, maka terdapat juga substansi 

dari pertanggungjawaban pidana. Hanya saja, dalam hal pertanggungjawaban 

pidana di dalam hukum Islam hanya membebankan hukuman pada manusia 

yang masih hidup dan mukallaf. Apabila seseorang itu sudah meninggal 

dunia, maka ia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek 

pertanggungjawaban pidana. Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari 

hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah 

baligh.
37

  

Hukum Islam juga tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang 

dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Terdapat prinsip dasar di dalam 

hukum Islam bahwasanya segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti 

                                                             
35

 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana,... hlm. 127. 
36

 I Ketut Mertha, dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, (Denpasar: Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, 2016), hlm. 147. 
37

 Abdul Qadir Audah, Tasyri’ al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, 
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dibolehkan. Oleh karena itu, seseorang tidak dihukum karena melakukan 

perbuatan tersebut. Akan tetapi hukuman akan dijatuhkan apabila perbuatan 

tersebut sudah terdapat larangan atas keharamannya.
38

  

2. Delik Eksploitasi Seksual  

Delik eksploitasi seksual merupakan tindak pidana yang ruang 

lingkupnya meliputi kegiatan mendistribusikan orang atau memprostitusikan 

dalam bentuk peayanan paksa, perbudakan, atau praktik lain yang serupa 

dengan perbudakan, serta pencurian organ tubuh.
39

 Adapun unsur-unsur dari 

delik eksploitasi dilihat dari konteks kajian Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO). Delik ini biasanya memiliki tujuan agar dapat 

mengeksploitasi korban untuk mendapatkan keuntungan bagi seseorang yang 

melakukan perbuatan tersebut. Menurut Henny Nuraeny dalam buku Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, delik Tindak Pidana Perdagangan Orang 

memiliki 3 unsur: 

a. Adanya suatu mekanisme, atau suatu alur/proses yang dilakukan 

untuk melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kehati-hatian 

dan tersembunyi agar tidak diketahui oleh orang banyak, dengan 

cara merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau 

menerima. 

b. Adanya tata cara yang digunakan oleh pelaku dengan teknik 

ancaman, kekerasan, menculik, menyekap, terdapat unsur 

pemalsuan,, atau jeratan utang untuk mendapat perhatian dan 

kendali diri korban. 
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 Ibid., hlm. 58.  
39
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c. Adanya tujuan semata-mata untuk menguntungkan finansial bagi 

pelaku, dengan menyebabkan korban tereksploitasi. Dan hal ini 

selalu dihubungkan dengan prostitusi.
40

 

 Berdasarkan Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan 

eksploitasi seksual yang mengharuskan  adanya perbuatan intim laki-laki 

dengan perempuan dalam hal praktik hubungan seksual dengan adanya 

perantara dari mucikari yang melakukan eksploitasi. Hal ini masuk ke dalam 

ranah unsur dari eksploitasi ke-3, pada penjelasan yang telah disebutkan di 

atas. 

Berdasarkan penjabaran terkait dengan pertanggungjawaban pidana 

dapat disimpulkan bahwasanya seorang pelaku kejahatan dapat ditetapkan 

sebagai tersangka/ terdakwa apabila suatu tindak pidana yang dilakukan 

terbukti dengan adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, 

pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab orang terhadap 

tindak pidana yang dilakukan.
41

 Terkait dengan pertanggungjawaban pidana 

maka terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal 

ini, penulis mengambil tindak pidana/ delik  eksploitasi seksual yang terdapat 

unsur kesalahan di dalamnya.  

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan 

perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan 

mampu bertanggung jawab. Delik eksploitasi seksual sangat berkaitan 

dengan unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah dijelaskan 

diatas. Eksploitasi dari sudut pandang linguistik menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Fatmawati, yaitu pendayagunaan atau 

pengusahaan, yang terdapat adanya unsur pemanfaatan untuk kepentingan 

pribadi (misalnya mengajak dengan iming-iming finansial, atau memeras 

                                                             

 
40
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tenaga seseorang).
42

 Sedangkan eksploitasi seksual sebagaimana telah 

dijelaskan dalam bab pendahuluan yaitu segala sesuatu yang berupa 

pemanfaatan bagian tubuh seksual atau bagian tubuh lainnya dari korban 

untuk meraih keuntungan, dan juga termasuk ke dalam hal yang tidak 

terbatas pada semua kegiatan pelacuran maupun pencabulan.
43

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, bahwasanya eksploitasi seksual 

banyak ditemukan di dalam kasus anak-anak perempuan dibawah umur. 

Salah satunya berdasarkan data dari ECPAT (End Child Prostitution, Child 

Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose atau organisasi 

untuk mengakhiri prostitusi anak, pornografi dan perdagangan anak untuk 

tujuan seksual) yang dikutip oleh Alit Kurniasari, menyebutkan bahwa Asia 

Tenggara menjadi sasaran jaringan eksploitasi seks dan sindikat perdagangan 

seks anak.
44

 

Menurut Fredi Yuniantoro dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa 

kejahatan yang melibatkan seksualitas merupakan sebuah fenomena yang 

rentan terjadi. pemanfaatan terhadap anak dan perempuan dalam kaitannya 

dengan eksploitasi seksual, kasus pornografi, perdagangan manusia, 

perdagangan seks, pameran tubuh dan hal-hal lain yang melibatkan 

perempuan yang menjadi sasaran. Eksploitasi seksual dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu kejahatan prostitusi ataupun disebut sebagai pelacuran, 

kejahatan pornografi dan kejahatan perdagangan orang yang diduga untuk 

tujuan seksualitas.
45
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 Fatmawati, “Perempuan dan Eksploitasi”, Jurnal Al-Maiyyah: Vol. 7, No. 2, Juli-
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Dalam hal ini eksploitasi seksual bukan hanya terjadi pada anak, 

melainkan juga pada perempuan. Hal ini penulis dapatkan  dengan mengkaji 

data dari putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.337/ Pid.Sus/2020. 

Eksploitasi seksual dalam putusan pengadilan tersebut terdapat unsur 

perdagangan manusia yang berkaitan dengan prostitusi di dalamnya. 

Prostitusi menurut Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni 

Ketut Sari Adnyani,  adalah sebuah perbuatan yang melanggar Hak Asasi 

Manusia dan suatu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Dapat 

dikatakan demikian, bahwa perempuan hanya sebagai objek pemuas bagi 

orang yang menggunakan jasanya sehingga dapat mendatangkan keuntungan 

bagi mucikari.
46

 

Berdasarkan pendapat William Benton dalam Encyclopedia Britania 

yang dikutip oleh Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto, kegiatan pelacuran 

disebutkan serta dijelaskan sebagai kegiatan hubungan seksual sesaat, yang 

dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk mendapat imbalan berupa 

uang. Promiskuitas ini merupakan kegiatan atau aktivitas seks yang tidak 

dilandasi dengan hubungan emosional dan secara bebas, tanpa perasaan cinta 

dan dilakukan dengan banyak laki-laki.
47

  

Hanya saja, dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.337/ 

Pid.Sus/2020 telah dijelaskan bahwa mucikari memberikan imbalan kepada 

perempuan tersebut dengan adanya permulaan berupa ajakan, dan rayuan 

sehingga perempuan tersebut mengikuti keinginan dari mucikari. Hal inilah 

dinamakan sebagai eksploitasi seksual, dan sama-sama menguntungkan 

diantara kedua belah pihak yang bersangkutan.  
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Dalam artian sama-sama menguntungkan, berdasarkan isi dari 

kronologis putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, perempuan yang diajak 

melakukan kegiatan seksual tersebut juga berdasarkan atas kemauannya 

sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal ini dikarenakan ada unsur imbalan yang 

diberikan kepadanya. Menurut Masland yang dikutip oleh Fredi Yuniantoro, 

siklus/alur dari kegiatan seksualitas antara lain seperti berhubungan dengan 

sesama jenis atau lawan jenis, ataupun tingkah laku lain yang dilandasi 

dengan keinginan atau hasrat seksual. Bentuk dari tingkah laku ini antara lain 

seperti berkencan, berhubungan badan, ataupun sekedar bercumbu.
48

  

Menurut penulis, perbuatan yang meliputi kegiatan aktivitas 

seksualitas tersebut didasari atas tindak pidana perdagangan orang yang 

mengerucut pada eksploitasi seksual, dan terdapat unsur memberi, serta 

menerima imbalan antara korban yang melakukan tindakan eksploitasi 

seksual dengan pelaku yang mengajak atau menyuruh korban untuk berbuat 

hal tersebut.  

Berdasarkan pemaparan Eko Budi di dalam penelitiannya, disebutkan 

bahwa perempuan dan anak-anak adalah korban perdagangan manusia yang 

paling umum. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk pelacuran atau 

bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga seperti halnya pada 

aktivitas kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa 

perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang merekrut, mengangkut, 

memindahkan, menampung atau menerima orang dengan tujuan untuk 

menjebak, mengeksploitasi orang lain untuk tujuan berbagai bentuk 

eksploitasi seperti penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi lemah, atau menawarkan pembayaran 
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atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki 

kendali atas korban.
49

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuktikan dari data penelitian 

yang telah dikembangkan, bahwasanya perempuan dan anak merupakan 

objek yang sering diincar untuk praktik perdagangan manusia (human 

trafficking) yang sangat meresahkan ruang lingkup kemasyarakatan. Dalam 

hal ini, eksploitasi seksual dalam praktik perdagangan manusia merupakan 

bentuk nyata yang terjadi di Indonesia, bahkan di dalam wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Banda Aceh.  

Maraknya fenomena eksploitasi seksual yang terjadi, terdapat faktor 

yang melandasi perbuatan tersebut dapat terlaksanakan. Menurut Debby 

Christy Wagey, Dientje Rumimpunu, dan Christine S. Tooy  dalam 

penelitiannya, disebutkan secara garis besar penyebab terjadinya 

perdagangan manusia yang berkaitan dengan eksploitasi seksual yaitu adanya 

dampak permasalahan ekonomi (kemiskinan) dengan adanya modus utang 

yang terjerat, maupun rendahnya tingkat pendidikan.
50

  

Menurut penulis, eksploitasi seksual tidak akan terjadi apabila korban 

tidak membutuhkan uang. Dengan adanya faktor demikian, perekonomian 

yang di bawah rata-rata dalam taraf garis kemiskinan akan membuat orang 

membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup. Jadi berdasarkan pemaparan di 

atas, kasus yang tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri No. 337/ 

Pid.Sus/2020/PN.Bna, merupakan kasus yang berkaitan dengan eksploitasi 

seksual yang ruang lingkup pembahasannya terdapat di dalam ranah tindak 

pidana perdagangan orang. hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 
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Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Yang menekankan adanya unsur penghukuman terhadap 

eksploitasi yaitu pada pasal 2 ayat 2, yaitu:  

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.51
 

 

B. Keterkaitan Eksploitasi Seksual dalam Hadd Zina Berdasarkan Kajian 

Hukum Pidana Islam 

Eksploitasi seksual merupakan kegiatan penyaluran hasrat seseorang 

yang dilandasi dengan kesepakatan antara korban dan mucikari sebagai pelaku, 

dengan adanya bayaran kepada korban apabila pekerjaan telah selesai 

dijalankan. Dalam hal ini, konsep eksploitasi seksual apabila dikaitkan dengan 

hukum Islam maka ada hubungan yang sangat erat dengan bab ḥudud.  

Bab ḥudud terdapat 7 macam subbab yaitu Zina, Qadzaf (menuduh 

perempuan baik-baik berzina), Khamr (meminum minuman keras), sarῑqah 

(mencuri), Hirᾱbah (merampok), Riddah (murtad), dan baghyu 

(pemberontakan). jarῑmah ḥudud merupakan kejahatan yang dapat dikenakan 

hukuman ḥadd yang sudah ditetetapkan kadar hukumannya dari Allah SWT. 

jarῑmah ḥudud merupakan kejahatan yang paling serius dan paling berat 

penghukumannya di dalam hukum pidana Islam. jarῑmah ini masuk ke dalam 

ranah kejahatan terhadap kepentingan publik.
52

 

Dalam hal ini, berdasarkan klasifikasi jarῑmah ḥudud diatas, maka yang 

sangat berkaitan dengan substansi eksploitasi seksual adalah ḥadd zina. Zina 

menurut etimologi berasal dari zana-yaznῑ-wazinᾱ’ yang berarti berbuat nista. 

Secara terminologi, zina adalah melakukan hubungan seksual (jima’) pada 
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kemaluan depan tanpa adanya unsur perkawinan yang sah, dan bukan karna 

adanya syubhat (samar-samar atau tidak jelas).
53

 

 Menurut Neng Djubaedah yang ditulis di dalam bukunya yaitu 

“Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari 

Hukum Islam”, menjelaskan bahwasanya zina adalah hubungan seksual yang 

dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak adanya 

keterikatan hubungan perkawinan yang sah secara syari’ah Islam, tanpa adanya 

keraguan (syubhat) dari pelaku zina.
54

  

Secara garis besar apabila dirujuk dalam artian sederhana, zina atau 

perzinaan adalah hubungan kelamin yang terjadi di luar nikah. Penyaluran nafsu 

syahwat di luar perkawinan yang sah tidak sesuai dengan cara yang ditentukan 

Islam.  Oleh sebab itu, perzinaan sangat dilarang keras di dalam Islam. Islam 

sangat memperhatikan substansi dari zina dan menempatkannya sebagai 

masalah sosial yang kejahatannya merusak tatanan sosial. Pelakunya dapat 

dituntut oleh penuntut umum di pengadilan yang mewakili keresahan 

masyarakat mengenai kejahatan terhadap umum atau publik.
55

  

Berdasarkan buku Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Ulama Hanafiyah 

menyebutkan bahwasanya ada kriteria-kriteria zina yang mengharuskan 

hukuman ḥadd. Mereka mengatakan bahwa zina adalah koitus yang haram pada 

kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan dalam kondisi kemauan 

sendiri (tidak dipaksa) dan atas kehendak bebasnya di daarul ‘adl (kawasan 

negara Islam yang dikuasai oleh pemerintah atau pemimpin yang sah) oleh 

orang yang mempunyai kewajiban menjalankan hukum Islam, tidak adanya 
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hakikat kepemilikan, tidak adanya keterkaitan dengan tali pernikahan, tidak 

adanya syubhat  kepemilikan, tidak adanya syubhat  tali pernikahan.
56

 

Dari segelintir definisi yang diberikan oleh para ulama, yang lebih 

tepatnya yaitu menurut Mazhab Syafi’i yaitu, memasukkan alat kelamin ke 

dalam alat kelamin, yang diharamkan menurut zatnya, terlepas dari segala 

kemungkinan kesamaran dan secara alami perbuatan itu disenangi.”57
 Dari 

pendefinisian terkait dengan zina, banyak pendapat yang mengatakan 

bahwasanya zina hukumnya haram, hal ini tidak dapat dipungkiri oleh manusia, 

karena sudah jelas disebutkan oleh Allah Swt, di dalam Q.S Al-Isra’: 32, tentang 

larangan mendekati zina, dan Q.S An-Nur: 2 tentang hukuman zina. Mendekati 

perbuatan itu saja dilarang apalagi melakukannya. 

Islam melarang beberapa perbuatan tercela yang bersifat kemungkaran 

secara bertahap, seperti halnya pada larangan meminum minuman keras 

(khamr), yang diturunkan ayatnya sebanyak tiga tahapan, sedangkan larangan 

zina, diturunkan sekaligus dalam ayat yang sudah jelas bahwa adanya hukuman 

yang berat terhadap perbuatan zina, dengan demikian sudah terbukti 

bahwasanya zina diharamkan oleh Allah Swt sampai kapanpun.
58

 Perbuatan zina 

merupakan suatu fenomena yang merusak sekaligus penanda dekatnya hari 

kiamat, seperti yang dijelaskan dalam ash-shahihain dari Anas bin Malik, ia 

berkata: 

“Aku akan mengatakan kepada kalian suatu perkataan, yang tiada 
seorang pun akan mengatakan kepada kalian sesudahku. Aku mendengar 

Rasulullah bersabda: salah satu tanda hari kiamat adalah ilmu 

pengetahuan diangkat (dari bumi), kejahilan semakin nyata, minuman 

keras ditenggak, perzinaan dilakukan secara terang-terangan, dan jumlah 
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lelaki berkurang sehingga nilai seorang lelaki setara dengan nilai lima 

puluh orang perempuan”.59
 

 

 Berdasarkan buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, tindak pidana 

(jarῑmah) zina yang harus diterapkan hukuman ḥadd  yaitu terdiri atas 4 hal, 

yaitu: (1) kesaksian, (2) (iqrar) pengakuan, (3) qarῑnah (petunjuk), (4) sumpah 

li’an.
60

 

Adapun pembuktian yang membuktikan bahwa telah terjadinya 

perbuatan zina dapat dilihat secara jelasnya dibawah ini.  

a.  Kesaksian empat orang saksi laki-laki muslim yang adil dan dapat 

dipercaya, keempatnya secara menyakinkan melihat langsung hubungan 

kelamin itu secara bersamaan.  

b. Pengakuan yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan perzinaan, 

secara jelas dan bersungguh-sungguh dari orang-orang yang 

pengakuannya dapat dipercaya, seperti telah dewasa dan berakal sehat.  

c. Karena adanya tanda-tanda yang mengisyaratkan terdapat kehamilan janin 

seseorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan. 

d. Li’an, merupakan sumpah suami kepada istrinya yang menuduh istri 

berbuat zina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, dan sumpah 

li’an tidak ada penolakan dari istrinya, sehingga dapat dikatakan istrinya 

benar berbuat zina.
61

 

Tindak pidana (jarῑmah) zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak 

pidana dalam hukum positif di Indonesia (konvensional). Hukum Islam 

menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan 

pelakunya harus dihukum, baik pelaku tersebut sudah menikah maupun belum. 
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Sedangkan hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang 

diharamkan sebagai zina.
62

 Hal ini dapat dilihat terlebih dahulu apakah ada 

unsur lain, atau tindak pidana lainnya yang lebih memberatkan.  

Jadi, berdasarkan pemaparan diatas bahwasanya eksploitasi seksual 

sangat berkaitan dengan ḥadd zina. Karena berdasarkan penjelasan dari Jaksa 

Penuntut Umum di dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 

337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, terlihat bahwa adanya unsur zina di dalamnya. 

Terdakwa sebagai pelaku yang mengeksploitasi korban agar berbuat zina 

sehingga adanya timbal balik antar kedua belah pihak, dikarenakan terdapat 

unsur bayaran yang diberikan dari pelaku kepada korban.  

Jika dirujuk dalam hukum Islam, sebenarnya korban juga dapat dihukum 

karena telah melakukan hubungan seksual atau dapat dikatakan melakukan 

hubungan badan. Namun, berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri 

tidak dapat memproses pelaku zina. Hanya orang yang telah terbukti 

mengeksploitasi yang dapat menerima hukuman atas perbuatannya.  

 

C. Hukuman Terhadap Pelaku Delik Eksploitasi Seksual Dalam Hukum 

Pidana Dan Hukum Pidana Islam 

1. Hukuman terhadap pelaku delik eksploitasi seksual dalam hukum pidana 

Hukuman dalam hukum pidana disebut sebagai straf. istilah pidana 

dimaksud juga sebagai sanksi pidana serta memiliki sebutan lain semacam 

hukuman, pemberian pidana, penghukuman, penjatuhan hukuman, 

pemidanaan, serta hukuman pidana..
63

 Menurut pendapat Simons yang 

dikutip oleh Lysa Angrayni dan Febri Handayani, menyebutkan bahwa 

pidana atau hukuman (straf) adalah suatu penderitaan yang disebutkan di 

dalam undang-undang pidana dan berkaitan dengan pelanggaran suatu norma 
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yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan disertai adanya putusan hakim yang 

mengikat.
64

 

Dalam hal pertanggungjawaban seseorang di dalam hukum pidana, 

ketika akan diberikan hukuman, maka harus adanya kemungkinan bagi 

pelaku kejahatan untuk menjelaskan mengapa ia melakukan hal demikian. 

Adapun pertanggungjawaban juga berlaku kepada pelaku delik eksploitasi 

seksual yang masuk ke dalam ranah substansi tindak pidana perdagangan 

orang. Aturan hukum yang membahas delik eksploitasi seksual dalam ruang 

lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu terdapat pada Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang.  

Aturan hukum yang menjelaskan terkait dengan perdagangan manusia 

tidak secara spesifik dijelaskan di dalam KUHP. Hanya saja KUHP 

menyebutkan di dalam pasal 297 KUHP terkait dengan perdagangan wanita 

dan anak laki-laki yang belum dewasa yaitu, 

“perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum 

dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”65
 

 

Dalam pasal 297 KUHP hanya disebutkan tentang perdagangan 

wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Padahal ruang lingkup tindak 

pidana perdagangan orang merupakan substansi yang lebih luas cakupannya. 

Menurut R. Soesilo yang dikutip oleh Oksidelfa Yanto, yang dimaksudkan 

dari perdagangan atau perniagaan di dalam pasal 297 KUHP yaitu melakukan 

perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan dan 

anak laki-laki yang belum dewasa guna pelacuran dan hal-hal lain yang 

mendukung praktik prostitusi.
66
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Kasus kejahatan perdagangan manusia merupakan kasus pidana yang 

secara khusus diatur di dalam perundang-undangan, tidak diatur di dalam 

KUHP secara spesifik. Hal ini disebabkan karena modus dari kejahatan ini 

mengancam keberadaan Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dirampas 

siapapun. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki 

tingkat ekonomi yang lemah, pemahaman agama atau moralitas kurang, dan 

lain sebagainya.
67

  

Seperti halnya dalam pasal 297 KUHP, Di dalam UU No. 21 tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga 

mengenal penggolongan pelaku, yaitu: 

1) Orang atau perorangan, merupakan setiap individu yang secara 

langsung bertindak melakukan perbuatan kejahatan perdagangan orang; 

2) Korporasi, merupakan sekumpulan orang dan adanya kekayaan yang 

terorganisir, baik itu yang melakukan badan hukum maupun bukan 

merupakan badan hukum yang melakukan kejahatan perdagangan 

orang.
68

 

Subjek hukum di dalam KUHP tidak mengenal unsur korporasi 

(badan hukum). Karena berdasarkan pasal 59 KUHP yang berbunyi, 

“Dalam hal-hal karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap 

pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka 

pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris ternyata tidak ikut 

campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.69
 

 

Adapun berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat bahwasanya 

subjek hukum dalam KUHP hanya berdasarkan “orang” saja. Hal ini 

dipengaruhi oleh asas “societas delinquere non potest”, yaitu badan-badan 

hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Ketentuan asas ini menurut 
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Enschede dan A. Hejider, merupakan contoh kasus dari pemikiran secara 

dogmatis dari abad-19, yaitu kesalahan menurut hukum pidana hanya 

kesalahan yang diperbuat oleh manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat 

individu di dalam KUHP.
70

 

Sehubungan dengan aturan ini, yang berlaku di Indonesia tidak hanya 

mengenal KUHP saja dalam penjatuhan pidananya, melainkan juga ada 

kaitannya dengan undang-undang di luar KUHP atau yang disebut juga 

dengan hukum pidana khusus. Maka dari itu, subjek hukum di dalam hukum 

pidana di Indonesia adalah orang (individu) dan badan hukum (korporasi). 

Hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku delik eksploitasi 

seksual dalam hukum pidana menurut I.Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani dan 

I.B. Putra Admadja, mengacu pada pasal Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, 

Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. 

Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Adanya kesengajaan yang menyebabkan atau melancarkan perbuatan 

cabul dan korbannya adalah anak (kandung, tiri, atau angkat) dan anak 

dibawah pengawasan, yang dilakukan pelaku sebagai mata 

pencaharian; 

b. Dengan unsur perbuatan yang sama seperti di atas, tetapi korban sudah 

dewasa; 

c. Memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki; 

d. Terdapat hukuman tambahan yaitu pencabutan hak asuh untuk pelaku 

kejahatan yang korbannya adalah anak, dan pemecatan dari pekerjaan 

jika kejahatan diperbuat di dalam pekerjaannya.
71
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Kejahatan perdagangan manusia yang jelas penghukumannya dan 

juga sudah diatur secara spesifik diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 

tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang 

menjelaskan rincian sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku, yaitu: 

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 

kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut 

di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah)”.
72

 

 

Kemudian dalam ayat 2 juga dijelaskan bahwasanya: 

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.73
 

 

2. Hukuman terhadap pelaku delik eksploitasi seksual dalam hukum pidana 

Islam 

Hukuman secara etimologi disebut sebagai ‘uqūbat yang berarti 

hukuman atau siksa.
74

 Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, al-

‘uqūbat adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan 

ataupun berkaitan dengan tindak kriminal.
75

 Tujuan diterapkan hukuman ini 
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yaitu untuk melindungi kehidupan manusia dari kejahatan pihak lain, agar 

dapat dikenakan sanksi terhadap pelaku setimpal dengan jenis kejahatan yang 

di perbuatnya, dan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan, 

sehingga tidak terjadi pengulangan.
76

 

Di dalam hukum pidana Islam juga mengenal pertanggungjawaban 

pidana. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Saifuddin Abi al-Hasan al-Amidi 

dalam kitab al-Ihkᾱm fῑ Uṣūlil Aḥkᾱm yang dikutip di dalam Ensiklopedi 

Hukum Pidana Islam, bahwasanya para ulama usul fikih telah bersepakat 

yaitu syarat orang yang mukallaf adalah berakal dan memahami taklif 

(pembebanan hukum) karena taklif adalah khitab (tuntutan syara’). Karena 

menuntut orang yang tidak berakal dan tidak memahami taklif adalah 

mustahil.
77

  

Berdasarkan hal tersebut, orang yang mukallaf dengan ketentuan 

berakal dan mampu menanggung beban maka dapat dipertanggung- 

jawabkan hukuman jika seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana 

(jarῑmah). Karena Allah Swt telah memberikan kemampuan kepada manusia 

untuk berpikir dan dapat mengambil hikmah dari perbuatan yang dilakukan, 

sehingga ia mampu menjalankan hukuman dan berusaha agar tidak 

mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hukum Islam, dikenal hukuman 

ḥadd, qisas, dan ta’zῑr. Adapun dari segi substansi yang penulis kaji, hanya 

berkaitan dengan eksploitasi seksual yang penghukumannya masuk ke dalam 

ranah ta’zῑr dan ḥudud.  

Berdasarkan pembahasan tentang hukuman ta’zῑr dan ḥudud, maka 

dapat dilihat definisi dari ta’zῑr, yaitu berasal dari kata ‘azzara yang berarti 

menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, 

                                                             
76

Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & 

Kanun, Cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88. 
77

 Abdul Qadir Audah, Tasyri’ al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, 
Alih Bahasa: Tim Tsalisah “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”, Jilid II,... hlm. 62.  



36 

 

 

 

serta membantu.
 78

 ta’zῑr juga diartikan sebagai penghukuman yang 

memberikan pengajaran (ta’dib) terhadap perbuatan dosa atau kemaksiatan 

yang tidak ada aturan di dalam ḥadd.
79

 Jenis sanksi jarῑmah ta’zῑr secara 

mutlak terletak pada wewenang penguasa demi kemaslahatan umat. Misalnya 

pelanggaran yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan oleh nash. Penegakan 

hukuman untuk jarῑmah ta’zῑr harus sesuai dengan prinsip syariat (nash).
80

 

Apabila dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, hukuman 

terhadap delik eksploitasi seksual bukan hanya diterapkan kepada pelaku saja 

yang melakukan delik melainkan juga terhadap korban dapat diterapkan 

hukuman. Hal ini dikarenakan korban telah melakukan perbuatan terlarang 

yaitu zina. Dalam hukum Islam, pelaku eksploitasi seksual dapat 

dipertanggungjawabkan serta dibebankan hukuman terhadapnya yaitu 

hukuman ta’zῑr, karena jarῑmah eksploitasi seksual tidak diatur di dalam 

ketentuan jarῑmah ḥudud.  

Adapun korban di dalam eksploitasi seksual juga dapat diberikan 

hukuman yaitu ḥadd zina jika tidak ada syubhat yang dapat mencegah 

terjadinya hukuman ḥadd. Zina di dalam hukum Islam berlaku secara 

menyeluruh bagi hubungan kelamin yang tidak adanya unsur ikatan sah. 

Tanpa terkecuali pada salah satu dari pasangan tersebut belum menikah, atau 

keduanya belum menikah, didasari atas rasa suka atau tidak, apabila 

perbuatan tersebut dapat dibuktikan di hadapan hakim, maka sah diterapkan 

hukuman ḥadd zina.
81

 Penerapan hukuman zina di dalam Islam telah dibahas 

di dalam Al-Qur’an dan Hadis.  
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Adapun larangan mendekati zina telah ditetapkan di dalam QS Al-

Isra’: 32 yang berbunyi,  

ب يلً  س اء  س  ش ةً و  ن ا ۖ إ نَّه  ك ان  ف اح  ب وا الز   لَ  ت قرْ   و 
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’[17]: 
32).

82
 

 

Perbuatan zina di dalam Islam sangat dilarang. Mendekatinya saja 

sudah dilarang apalagi melakukannya. Berdasarkan adanya aturan dari ayat 

tersebut, penekanan larangan zina dan perintah hukuman yang sudah jelas 

berdasarkan nash terdapat di dalam Q.S An-Nur: 2 yang berbunyi: 

أفْ ة  ف ي  ا ر  م  ذْك مْ ب ه  لَ  ت أخْ  لْد ةٍ ۖ و  ائ ة  ج  ا م  نْه م  دٍ م  اح  د وا ك لَّ و  ان ي ف اجْل  الزَّ ان ي ة  و  الزَّ
ن   ؤْم  ن  الْم  ا ط ائ ف ة  م  م  دْ ع ذ اب ه  لْي شْه  ر  ۖ و  الْي وْم  الْْخ  ن ون  ب اللََّّ  و  ين  اللََّّ  إ نْ ك نْت مْ ت ؤْم  ين  د   

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 

(QS. An-Nur[24]: 2).
83

 

 

Selain penghukuman zina yang dijelaskan di Al-Qur’an, di dalam 

hadis Rasulullah Saw juga menjelaskan perbuatan zina, yaitu: 

“tidaklah seorang pezina berzina saat ia berzina dalam keadaan mukmin 

(sempurna)”.84
 

 

Dalam artian, jika iman seseorang kuat dan berpegang teguh kepada 

Al-Qur’an dan Hadis, maka tidak akan terjadi perbuatan zina yang dapat 

mendatangkan mudharat kepada orang yang taat dan patuh kepada Allah Swt. 

Pelaksanaan hukuman zina di hadapan umum, tujuannya agar orang 

yang melakukan perbuatan tersebut akan jera dan malu. Hal ini dilakukan 
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karena orang yang berbuat maksiat akan lebih berani menerima dan 

menjalani hukuman tanpa adanya ancaman hukuman di depan umum. 

Apabila penghukuman ini dijalankan di depan khalayak, maka ia akan 

merasa malu dan martabatnya jatuh sehingga tidak akan mengulanginya 

kembali, maka dengan cara tersebut akan terciptanya kehormatan dan 

kemaslahatan umat Islam.
85

 

Hal ini dapat diterapkan kepada korban sekaligus pelaku jarῑmah 

yang sudah baligh dan tidak dalam keadaan pengampuan untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perkara seperti halnya di dalam 

putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna apabila diselesaikan secara hukum 

Islam, maka bukan hanya pelaku (mucikari) saja yang dapat dikenakan 

hukuman, melainkan korban yang melakukan hubungan seksualitas dengan 

lawan jenis juga dapat dikenakan hukuman.  
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BAB TIGA 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP 

EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM 

PIDANA ISLAM 

 

A. Pertanggunggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual 

Dalam Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna 

Perkara yang sudah diputuskan oleh hakim dalam penelitian ini 

merupakan perkara tentang tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan 

dengan delik eksploitasi seksual yang tertuang di dalam putusan nomor 

337/Pid.sus/2020/PN.Bna. dalam putusan tersebut, hakim telah menjatuhkan 

hukuman terhadap pelaku eksploitasi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Akibat 

hukum yang didapat oleh pelaku yaitu ia harus bertanggungjawab atas perbuatan 

yang dilakukannya. Bentuk dari pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi 

dibebankan hukuman berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 

21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang 

sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab 2 di dalam penelitian ini. 

Sanksi yang diberikan berupa: 

Ayat 1 menyebutkan: 

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan,penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
86
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Ayat 2 menyebutkan: 

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.87
 

 

Penerapan hukuman ini terhadap pelaku eksploitasi seksual lebih sesuai 

dibandingkan di dalam KUHP yang tidak secara spesifik dijelaskan secara rinci. 

Dalam KUHP pada pasal 297 hanya menyebutkan konteks perdagangan wanita 

dan anak laki-laki yang belum dewasa. Padahal ruang lingkup tindak pidana 

perdagangan orang sangat luas cakupannya, bukan hanya berdasarkan pada 

konteks yang telah disebutkan diatas. Dasar penetapan hukuman terhadap 

perbuatan eksploitasi seksual bertumpu pada pasal 506 KUHP yang 

menyebutkan bahwa:  

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita 

dan menjadikan sebagai mata pencaharian, diancam dengan kurungan 

paling lama satu tahun.”88
 

 

Pasal ini lebih tepatnya ditujukan untuk praktek prostitusi, namun 

berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, pasal ini juga dapat 

diterapkan kepada pelaku eksploitasi seksual apabila perbuatan yang 

dilakukannya tidak berat. Karna hukuman yang dapat diberikan hanya berupa 

kurungan satu tahun penjara. Hal ini menurut penulis masih dalam kategori 

ringan apabila diterapkan kepada pelaku, karna kejahatan yang dilakukan sudah 

sangat meresahkan masyarakat, sehingga apabila tidak diberikan hukuman yang 

berat, maka akan terjadi pengulangan perbuatan di lain waktu.  

Adapun untuk menyempurnakan penjatuhan hukuman terhadap pelaku 

eksploitasi seksual, maka aturan khusus di keluarkan dengan mengesampingkan 

aturan umum, dengan mengeluarkan aturan yang terkandung dalam pasal 2 ayat 

1 dan 2 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
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Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menjadi acuan hakim di dalam pemberian 

hukuman dalam putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna.  

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual dalam 

putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna yang sudah inkrah ini dilihat dari 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada tanggapan terdakwa yang 

menceritakan kronologis kejadian, disertai dengan adanya keterangan saksi yang 

terlibat di dalam perkara itu. Terdakwa diberikan sanksi hukuman oleh hakim 

sesuai dengan tuntutan jaksa di dalam surat dakwaan. Posisi kasus dalam 

putusan pengadilan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian yaitu: 

Pelaku yang menjadi terdakwa bernama Hajirni alias Nelly Binti Alm. 

Nurdin, pada hari Jum’at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau 

sekiranya di dalam bulan Maret pada tahun 2020. Perkara ini terjadi di depan 

Guest House Simpang Lima Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau 

suatu wilayah atau tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Banda Aceh. Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan eksploitasi 

seksual sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.
89

 

Perkara ini berawal pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, pukul 03.00 

WIB di bundaran Pelabuhan Ule Lheu kota Banda Aceh. Terdakwa melihat 

saksi Nur Afni alias Fani yang berstatus sebagai korban sedang berjoget 

bersama orang-orang yang sedang berkumpul. Kemudian terdakwa 

menghampiri korban dengan menawarkan pekerjaan kepada dirinya. Terdakwa 

juga meminta nomor whatsapp Nur Afni dan ia pun memberikannya.
90

 

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 

WIB, terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp dengan mengatakan kepada 

korban, bahwasanya jika ada tamu mau dijemput dimana. Kemudian korban 
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menjawab pesan bahwa ia sedang berjalan-jalan, jika ada perlu hubungi saja 

melalui telepon biasa atau di chat saja. Kemudian di hari Jum’at tanggal 06 

Maret 2020 pada pukul 03.00 WIB, terdakwa mengirim kembali pesan kepada 

korban dengan mengatakan bahwa ada tamu dengan adanya bayaran Rp. 

300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu korban menyetujuinya.
91

 

Kemudian terdakwa dan saksi korban Nur Afni bertemu di depan Guest 

House Simpang Lima, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sekiranya pada 

pukul 03.00 WIB, sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu yaitu saksi 

Muhammad Syafi’i dan Aprisan. Kemudian terdakwa menyuruh korban Nur 

Afni untuk ikut dengan kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda 

motor dalam kondisi berbonceng tiga. Sepeda motor yang digunakan yaitu 

merek Honda PCX, dengan Nopol: BL 4290 AAH, No Mesin: KF21E1214197, 

Nomor Rangka: MH1KF2116KK214907.
92

 

Lalu, korban pergi bersama Muhammad Syafi’i dan Aprisan menuju kos 

milik saksi Imam Surya bin Samidin Selian di Darussalam Kota Banda Aceh. 

Setelah sampai di kos tersebut, Muhammad Syafi’i dan Aprisan menyuruh 

Imam Surya pemilik kos untuk menunggu diluar. Kemudian keduanya masuk ke 

dalam bersama korban Nur Afni untuk melakukan hubungan badan secara 

bergantian. Setelah korban selesai berhubungan dengan keduanya, saksi Imam 

Surya masuk bersama Nur Afni setelah bergantian dengan Muhammad Syafi’i 

dan Aprisan untuk melakukan hubungan badan dengan korban.  

Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 05.00 

WIB, saksi Muhammad Syafi’i dan Aprisan mengantar Nur Afni ke Museum 

Tsunami kota Banda Aceh untuk bertemu terdakwa. kemudian terdakwa 

menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Aprisan, dan 

                                                             
91

Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh. 
92

Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh. 



43 

 

 

 

terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada korban 

Nur Afni. Sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa. 
93

 

Berdasarkan kronologis di dalam putusan pengadilan tersebut, maka 

sangat dibutuhkan peran dari para Majelis Hakim untuk memutuskan perkara, 

tidak boleh ada tindakan membeda-bedakan golongan masyarakat, dan semua 

harus sama di hadapan hukum. Jika ditelusuri di dalam hukum Islam, menurut 

Anwar Harjono dalam buku Hukum Islam: Keluasan Dan Keadilannya, 

menjelaskan bahwa persamaan hak dimuka hukum merupakan salah satu ajaran 

pokok Islam. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial serta perbedaan nasib 

tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan 

hukum, baik berupa hukum manusia maupun hukum Allah Swt.
94

 

1. Pertimbangan Hakim 

Menurut penulis, hakim ketika menjatuhkan sanksi hukuman kepada 

terdakwa harus adanya bukti yang memperkuat bahwa terdakwa memang 

pantas untuk diberikan hukuman. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim 

berdasarkan putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna yaitu: 

Menimbang, bahwasanya untuk dapat membuktikan dakwaannya, 

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah 

mengemukakan kronologis berdasarkan pemaparan dari masing-masing 

pihak yang terlibat di dalam perkara. Saksi-saksi tersebut yaitu Nurafni alias 

Fani yang juga sebagai korban, Muhammad Syafi’i, Aprisan, dan Imam 

Surya. Hanya 2 saksi yang diajukan di dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut 

Umum, yaitu Nur afni dan Muhammad Syafi’i, akan tetapi nama-nama lain 

seperti Aprisan dan Imam Surya dimasukkan di dalam kronologis dakwaan.
95
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Menimbang, bahwasanya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang 

bukti berupa: 

a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX, dengan Nopol: BL 

4290 AAH, Nomor Mesin: KF21E1214197, Nomor Rangka: 

MH1KF2116KK214907. 

b) 1 (satu) unit telepon seluler merek Iphone, warna gold white, 

dengan Nomor Imei: 359230069192805. 

c) 1 (satu) unit telepon seluler merek Xiaomi, warna gold.  

d) 1 (satu) unit telepon seluler merek Strawberry, warna black. 

Model: ST99, Nomor: 58875/SDPPI/2018. 

e) 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo, warna black.
96

 

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 

dilimpahkan ke pengadilan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai 

berikut: 

a) Bahwa telah terbukti benar adanya kesepakatan terdakwa dan 

korban Nur Afni dengan awalan ajakan dari terdakwa untuk 

melakukan kencan dengan bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga 

ratus ribu rupiah). 

b) Adanya fakta bahwa hari Kamis tanggal 6 Juni 2020, terdapat 

permintaan dari korban Nur Afni kepada terdakwa untuk dicarikan 

job/ pekerjaan melayani laki-laki.  

c) Pada hari Jum’at, tanggal 06 Juni 2020, Aprisan menghubungi 

terdakwa melalui chat untuk mencari perempuan agar dapat 

melayaninya. Dan terdakwa menghubungi Nur Afni, dan ia pun 

setuju, dan bertemu di dekat Guest House Simpang Lima, Banda 

Aceh. 
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d) Telah terbukti benar bahwa di esok hari tepatnya di pagi hari, 

pukul 05.00 WIB, Aprisan menemui terdakwa dengan mengantar 

saksi korban Nur Afni. 

e) Aprisan memberikan uang tip kepada terdakwa selaku mucikari 

atas pelayanan yang telah diberikan kepadanya. Ia memberikan 

uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada 

terdakwa. 

f) Terdakwa memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Nur 

Afni, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi hak dari 

terdakwa.
97

 

Menimbang, bahwasanya Majelis Hakim mempertimbangkan 

berdasarkan fakta hukum yang ada untuk menjatuhkan hukuman kepada 

terdakwa. 

Menimbang, bahwasanya terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut 

Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama dengan bertumpu pada 

pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, dan yang kedua bertumpu pada pasal 506 

KUHP.
98

 Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang dapat dipilih salah 

satunya oleh hakim, karna masing-masing dari dakwaan tersebut saling 

mengecualikan satu sama lain.
99

 

Menimbang, bahwasanya Majelis Hakim memilih dakwaan pertama 

untuk dibuktikan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 Undang-undang 

No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, dengan adanya unsur berikut. 

a) Unsur setiap orang, yaitu berdasarkan Undang-undang Tindak 

Pidana Perdagangan orang yaitu perseorangan atau korporasi yang 
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melakukan tindakan perdagangan orang. Dalam hal ini, terdakwa 

Hajirni alias Nelly binti Alm. Nurdin membenarkan perbuatan 

yang dilakukannya. 

b) Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur ini 

bersifat alternatif yang dinilai berdasarkan fakta hukum yang ada. 

Dan Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan 

perekrutan tersebut. Perekrutan dalam putusan ini merupakan 

perbuatan berupa ajakan, mengumpulkan, membawa atau 

memisahkan orang dari keluarganya atau kelompoknya.  

c) Unsur dengan adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi 

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain. Unsur ketiga ini 

dilihat dari cara terdakwa mengajak korban untuk melakukan 

perbuatan berdasarkan kehendaknya untuk menyuruh melayani 

laki-laki hidung belang yaitu Muhammad Syafi’i dan teman-

temannya dengan adanya insentif atau bayaran kepada korban.  

d) Untuk tujuan mengeksploitasi di wilayah negara Republik 

Indonesia. Unsur ini terpenuhi dengan adanya perbuatan yang 

berupa ajakan oleh terdakwa kepada saksi korban Nur Afni untuk 

melakukan perbuatan pelacuran walaupun dengan adanya 

persetujuan dan keinginan dari korban itu sendiri, dengan 

mendapatkan keuntungan materiil.
100

 

2. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan 
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Majelis Hakim ketika akan memutuskan dan menjatuhkan hukuman 

kepada terdakwa maka akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan 

dan meringankan terhadap terdakwa. Dalam putusan nomor 

337/Pid.Sus/2020/PN.Bna terdapat hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan yaitu: 

Menimbang bahwasanya keadaan yang memberatkan adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. hal tersebut merupakan suatu 

perbuatan yang meresahkan ruang lingkup kemasyarakatan. Kemudian hakim 

memberatkan bahwasanya perbuatan terdakwa sangat melanggar norma 

agama dan kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan dalam hal yang 

meringankan yaitu, terdakwa selama masa penahanan sebelum diajukan ke 

pengadilan bersikap baik dan di dalam persidangan juga bersikap sopan. 

Terdakwa ketika berada di dalam persidangan telah mengakui kesalahan 

yang dilakukannya, dan hakim juga menimbang terdakwa belum pernah 

dijatuhi hukuman pidana dan terdakwa memiliki anak yang masih bayi 

berumur 4 (empat) bulan.  

Menimbang, bahwasanya terdakwa dijatuhi pidana dan dirinya tidak 

mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya 

perkara dibebankan kepada terdakwa. dalam hal ini berdasarkan 

pertimbangan hakim, terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 2 

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang.
101

 

Adapun berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim banyak 

mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan dari 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. sehingga dengan adanya unsur 

memberatkan dan meringankan, maka hakim dalam memberikan sanksi atau 
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penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasari atas keadilan yang penuh 

pertimbangan, dan tidak semena-mena.  

3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 

Kata “amar” berdasarkan KBBI, yaitu diartikan sebagai “perintah”.  

Jadi, amar putusan adalah perintah putusan. Menurut penulis, ketika dalam 

memberikan keputusan, hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada 

terdakwa akan menimbang perkara yang ditangani dengan matang-matang. 

Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda 

Aceh terdapat amar putusan di dalamnya, yaitu: berdasarkan pasal 2 Undang-

undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana 

Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan, maka; 

a) Dinyatakan bahwa terdakwa Hajirni alias Nelly binti Alm Nurdin yang 

telah disebutkan namanya beberapa kali diatas, terbukti secara valid/ sah 

dan sudah diyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana perdagangan 

orang, seperti yang telah dijelaskan di dalam dakwaan oleh Jaksa 

Penuntut Umum. 

b) Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa sudah berstatus sebagai 

terpidana dengan dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun penjara dan 

denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Apabila 

denda tersebut tidak dipenuhi, maka harus diganti dengan pidana 

kurungan selama 2 (dua) bulan.
102

 

c) Ditetapkan jangka waktu masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani oleh terdakwa, maka dikurangkan keseluruhan dari pidana yang 

diberikan. 

d) Telah ditetapkan terdakwa tetap ditahan. 
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e) Telah ditetapkan barang bukti seperti: 1 (satu) unit sepeda motor merek 

Honda PCX, dengan Nopol: BL 4290 AAH, Nomor Mesin: 

KF21E1214197, Nomor Rangka: MH1KF2116KK214907, 1 (satu) unit 

telepon seluler merek Iphone, warna gold white, dengan Nomor Imei: 

359230069192805, 1 (satu) unit telepon seluler merek Xiaomi, warna 

gold, 1 (satu) unit telepon seluler merek Strawberry, warna black. 

Model: ST99, Nomor: 58875/SDPPI/2018,  dan 1 (satu) unit telepon 

seluler merek Vivo, warna black. 

f) Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
103

 

Menurut penulis, pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku 

delik eksploitasi dengan merujuk pada Undang-undang No. 21 tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah sangat 

memadai berdasarkan perbuatan yang dilakukan olehnya. Karena perbuatan 

tersebut sangat melanggar nilai-nilai norma di dalam masyarakat, serta dapat 

menimbulkan keresahan masyarakat.  

Adanya pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara 

peradilan sangat dibutuhkan agar terciptanya hukum yang adil. Akan tetapi, 

dalam konteks pertanggungjawaban di dalam putusan pengadilan ini hanya 

bertumpu kepada pelaku yang melakukan perbuatan eksploitasi seksual. Hal 

ini sudah sesuai dengan konsep hukum positif yang berlaku di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merujuk pada aturan hukum 

pidana (KUHP).  

Adapun dalam putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, aturan KUHP 

tidak digunakan dan hanya sebagai acuan dasar saja. Dikarenakan penjatuhan 

hukuman yang diberikan merujuk pada aturan khusus, yaitu dalam hukum 

pidana khusus. hal tersebut diberlakukan, karena hukum di dalam KUHP 
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belum menjawab permasalahan yang terjadi dalam konteks perdagangan 

orang. Maka dari itu, adanya aturan perundang-undangan di luar KUHP 

(hukum pidana khusus) sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan-

persoalan yang ada.  

Apabila ditelusuri lebih dalam dan dikaitkan dengan hukum Islam, 

maka pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual ini bukan hanya 

diterapkan kepada pelaku saja, melainkan juga kepada korban. Dikarenakan 

korban telah melakukan perbuatan seksual yang sangat bertentangan dengan 

nilai agama Islam dan kesusilaan. Dalam hukum Islam, kajian eksploitasi 

seksualdapat diterapkan hukuman untuk pelaku dan korban. Pembahasan ini 

akan dijelaskan lebih lanjut di dalam poin B dibawah ini. 

 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana 

Delik Eksploitasi Seksual Dalam Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna 

Konsep pertanggungjawaban pidana di dalam hukum Islam memiliki 

prinsip keseorangan (syakhṣiyyatul ‘uqūbah). Artinya, pertanggungjawaban 

pidana bersifat personal. Seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatan 

orang lain, walaupun adanya terikat tali persaudaraan.
104

 Al-Qur’an telah 

menetapkan prinsip-prinsip dari bertangggung jawab, seperti: 

ا    ب  ك ل  ن فْسٍ إ لََّ ع ل يْه  لَ  ت كْس   و 
Artinya: ...Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung 

jawab... (QS. Al-An’am [6]: 164).105
 

 

Penggalan ayat ini memiliki penafsiran yang dijelaskan di dalam Tafsir 

Fi Zhilalil Qur’an yaitu perbuatan dosa seseorang ditanggung oleh dirinya 

sendiri. Tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali 

kepada dirinya sendiri, dan seorang pendosa tidak memikul dosa orang lain. 
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Perbuatan yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan atau 

diperhitungkan berdasarkan ketaatannya ataupun kemaksiatannya.
106

 

 

ىٰ   زْر  أ خْر  ة  و  ر  از  ر  و  لَ  ت ز   و 
Artinya: Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain... 

(QS. Fatir [35]: 18).
107

 

 

Penggalan ayat ini dijelaskan di dalam tafsir Qur’an Karim, bahwasanya 

orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain karena ia hanya dapat 

memikul dosanya sendiri, kecuali ia menyesatkan orang lain, maka ia pun juga 

memikul dosa orang lain yang disesatkan olehnya. Seperti bapak yang 

menyesatkan anaknya atau guru yang menyesatkan muridnya, maka kedua-

duanya memikul dosanya serta dosa orang lain yang disesatkannya. Hal ini 

merupakan hukuman untuk orang yang sesat dan menyesatkan.
108

 

 

لْع ب يد   مٍ ل  ب ك  ب ظ لَّ ا ر  م  ا ۗ و  نْ أ س اء  ف ع ل يْه  م  ه  ۖ و  ن فْس  ال حًا ف ل  ل  ص  نْ ع م   م 
Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) 

untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka 

(dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya 

hamba-hamba-Nya. (QS. Fussilat [41]: 46).
109

 

 

Ayat ini dijelaskan di dalam Tafsir Jalalain yaitu siapa yang 

mengerjakan amal perbuatan yang baik maka akan mendapat ganjaran pahala 

untuk dirinya, dan jika berbuat kejahatan maka perbuatannya itu akan kembali 

kepada dirinya sendiri.
110

 Konsep berbuat baik ini sesuai dengan perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia. Barangsiapa yang melakukan perbuatan kebajikan/ baik 
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maka ia akan merasakan pahalanya sendiri. Dan sebaliknya jika seseorang 

berbuat jahat, maka akan merasakan juga akibat dari dosa yang dilakukannya. 

 

يرًا لَ  ن ص  يًّا و  ل  نْ د ون  اللََّّ  و  دْ ل ه  م  لَ  ي ج  لْ س وءًا ي جْز  ب ه  و  نْ ي عْم   م 

Artinya: ...Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 

pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak 

(pula) penolong baginya selain dari Allah. (QS. An-Nisa’ [4]: 123).111
 

 

Penggalan ayat ini Berdasarkan Tafsir Jalalain menjelaskan bahwasanya 

ayat ini mengemukakan perihal (Siapa mengerjakan kejahatan niscaya akan 

diberi pembalasan) adakalanya di akhirat dan adakalanya di dunia dengan 

cobaan dan bala bencana sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis (dan 

tidaklah akan dijumpainya selain dari Allah pelindung) yang akan 

melindunginya (dan tidak pula pembela) yang akan membelanya.
112

 

Unsur keseorang (personal) dalam pertanggungjawaban pidana dalam 

Islam telah banyak diatur di dalam Al-Qur’an. Berdasarkan hal ini, hukum Islam 

sangat tegas mengatur tentang orang-orang yang melakukan suatu perbuatan 

jahat, sehingga konsekuensinya harus dihukum. Perbuatan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pelaku yaitu perbuatan tindak pidana eksploitasi 

seksual. Pembahasan seksualitas di dalam Al-Qur’an dengan sangat rinci 

dijelaskan, karena Al-Qur’an bersifat mendidik manusia agar tidak 

menyimpang.
113

 

Menurut penulis, berdasarkan pemaparan di atas mengenai 

pertanggungjawaban pidana yang diatur untuk keseorangan (personal), maka hal 

itu dapat difokuskan kepada orang yang melakukan perbuatan jarῑmah. Seperti 

halnya pada perbuatan perzinaan yang terdapat pembahasannya di dalam 

kronologis putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, adanya pelaku sebagai 
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mucikari yang melakukan eksploitasi seksual dilihat dari unsur ajakan untuk 

melakukan perbuatan seksual, kemudian adanya korban yang menerima ajakan 

tersebut dan atas kemauan dirinya sendiri tanpa adanya paksaan, terdapat juga 3 

orang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan korban. Maka, dari 

masing-masing mereka apabila perkaranya diselesaikan dalam hukum Islam, ke-

empat orang tersebut dapat diberikan hukuman. Tapi dalam konteks penelitian 

ini, yang dibahas penjatuhan hukumannya hanyalah pelaku (mucikari) dan 

korban (yang diajak) saja.  

Eksploitasi seksual secara spesifik tidak dijelaskan di dalam hukum 

Islam, karna hanya terdapat pembahasan terkait dengan praktik prostitusi. 

Prostitusi merupakan perbuatan yang mewajibkan adanya bayaran dari laki-laki 

hidung belang ketika sudah dilayani oleh perempuan bayaran. Hukum Islam 

sangat menentang profesi ini, karena Islam melarang perempuan muslimah yang 

merdeka, maupun budak menjadikan prostitusi sebagai mata pencaharian 

dengan menjual kehormatan dirinya.
114

  

Konsep prostitusi sudah ada semenjak jaman jahiliyah yang mewajibkan 

pajak harian atas budak-budak perempuan. Mereka harus membayar kepada 

majikan atau tuannya dengan cara apapun. Kebanyakan dari perempuan tersebut 

menjual kehormatannya untuk membayar kewajiban itu. Sebagian majikan 

memaksa mereka untuk melakukan perzinaan, hanya untuk memperoleh mata 

pencaharian dengan menjual kehormatan.
115

 

Pada ruang lingkup jaman modern saat ini, praktik prostitusi masih ada 

di kalangan masyarakat. Aturan hukum positif yang mengatur penghukuman 

terhadap praktik prostitusi di sebutkan di dalam pasal 506 KUHP dengan 

ancaman hukum satu tahun pidana kurungan. Akan tetapi, dalam putusan 

pengadilan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna lebih pantas menggunakan aturan 
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pada pasal 2 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, karena telah memenuhi unsur perdagangan orang.  

Perbuatan eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang 

berkaitan erat dengan pembahasan prostitusi. Dikarenakan terdapat kesamaan 

yaitu adanya bayaran kepada mucikari, kemudian dibagikan kepada perempuan 

yang telah melakukan perbuatan seksual dengan laki-laki hidung belang. Cuma 

yang sedikit membedakannya yaitu pada pembahasan eksploitasi seksual di 

dalam tindak pidana perdagangan orang, terdapat unsur berupa ajakan 

(merekrut) dari pelaku (mucikari)  kepada korban, dengan adanya kesepakatan 

pembayaran di akhir layanan jasa. 

Berdasarkan putusan pengadilan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, penulis 

melihat substansi putusan tersebut bahwa terdakwa bernama Hajirni alias Nelly 

binti Alm. Nurdin, telah terbukti bersalah melakukan perbuatan eksploitasi 

seksual yang masuk ke dalam ranah tindak perdagangan orang. menurut penulis, 

sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah memenuhi keadilan. Hal 

ini didasari atas pertimbangan Majelis Hakim ketika akan memutuskan suatu 

perkara.  

Adapun jika perbuatan eksploitasi seksual di bahas di dalam hukum 

Islam, maka pelaku dan korban dapat diterapkan hukuman. Apabila dalam 

hukum positif hanya pelaku eksploitasi seksual saja yang diberikan sanksi, maka 

dalam hukum Islam korban pun dapat diberikan sanksi.  Karena ia telah 

melakukan hubungan badan/ seksualitas. Hal ini masuk ke dalam ranah jarῑmah 

zina.  

Konsep tentang tindak pidana (jarῑmah) perzinaan menurut hukum Islam 

sangat berbeda dengan hukum positif yang memakai sistem hukum barat. 

Karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah 

dinamakan zina. Baik itu yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga 

maupun yang belum berkeluarga, asalkan orang tersebut termasuk mukallaf 
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(dapat dibebankan hukuman). Meskipun dilakukan dengan kerelaan dari 

masing-masing pihak, maka ini tetap masuk ke penghukuman.
116

 

Berdasarkan kronologis putusan pengadilan No. 337/Pid.Sus/2020/ 

PN.Bna, menjelaskan bahwa pada awalnya pelaku menawarkan pekerjaan 

dengan adanya unsur ajakan kepada Nur Afni selaku korban. Kemudian 

keesokan harinya, korban menyetujui pekerjaan yang ditawarkan. Dalam 

konteks ini, korban sudah memenuhi unsur mendekati perbuatan perzinaan. 

Korban dijanjikan akan diberikan insentif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu 

rupiah) apabila telah selesai menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh 

mucikari. 

Putusan pengadilan tersebut juga menyebutkan bahwasanya di dalam 

kronologis, korban Nur Afni mengaku bahwa ia telah melakukan hubungan 

badan dengan Muhammad Syafi’i dan teman-temannya. Dalam hal ini, korban 

telah terbukti melakukan hubungan terlarang tersebut. Perbuatan ini dinamakan 

sebagai perzinaan. Hukum Islam melarang keras perbuatan zina, dikarenakan 

dapat merusak tatanan masyarakat. Korban nur Afni dapat dikatakan juga 

sebagai perempuan yang disewakan (dibayar) dalam satu malam.  

Jika merujuk pada kitab Bidayatul Mujtahid, terdapat pembahasan ulama 

mengenai penghukuman terhadap seseorang yang menggauli perempuan yang 

disewakan. Menurut Imam Abu Hanifah, penghukuman terhadap korban dan 

laki-laki yang menggaulinya, tidak dapat dikenakan hukuman, karena menurut 

Imam Abu Hanifah, konsep perempuan yang disewakan ini sama saja dengan 

nikah mut’ah, karena ada manfaat dari hasil yang disewakan. Hal ini ditentang 

keras oleh Jumhur Ulama, karena mereka tidak menyetujui pendapat dari Imam 

Abu Hanifah. Menurut mereka, setiap perbuatan yang sudah mengarah ke 

perzinaan, dan korban sudah digauli, maka tetap dapat diterapkan hukuman 
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ḥadd.
117

 Berdasarkan hal inilah, jika perkara pengadilan tersebut diserahkan 

dalam hukum Islam, maka korban juga disebut sebagai pelaku, yaitu pelaku 

perzinaan, hal ini akan dilihat kembali apabila tidak terdapat syubhat di 

dalamnya. 

Hukuman untuk pelaku jarῑmah zina terbagi atas tiga macam: 

a. Jilid (dera/percambukan). Hukuman ini diberikan untuk pelaku zina 

gairu muḥṣan (belum menikah). Hukuman tersebut ditetapkan untuk 

menyadarkan psikologis si pelaku yang menyebabkan ia melakukan 

perbuatan tersebut.
118

 Hal ini sesuai dengan QS. An-Nur: 2 yaitu: 

“pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 

keduanya seratus kali, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada 

keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan 

hukuman disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. 
(terjemahan QS. An-Nur[24]: 2).

119
 

 

b. Tagrῑb (harus diasingkan), hukuman ini diberikan untuk pelaku zina 

gairu muḥṣan (belum menikah), dengan hukuman diasingkan selama 

satu tahun setelah mereka dicambuk terlebih dahulu. Sumber 

penetapan hukuman ini merujuk pada Hadis Rasulullah Saw: 

“lajang dengan lajang (pelaku zina gairu muḥṣan) didera seratus kali 

dan diasingkan selama satu tahun”. 

Hadis ini tidak disepakati oleh para fuqaha, karena adanya perbedaan 

pendapat. Hukuman pengasingan menurut mereka adalah hukuman 

ta’zῑr. Yang hanya dapat dijatuhkan oleh penguasa.
120
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c. Hukuman rajam, hukuman ini diterapkan untuk pelaku zina muḥṣan, 

yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki yang sudah menikah. 

Tata cara penghukuman ini dijalankan dengan cara tanah 

dibenamkan hingga sampai ke leher, kemudian setiap ada orang yang 

melewatinya, harus melempari pelaku zina muḥṣan (yang sudah 

menikah) dengan batu.
121

 

Adapun sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, dibutuhkan 

alat bukti dari jarῑmah zina, yaitu:  

a. Saksi, telah disepakati oleh para ulama bahwasanya tidak dapat 

dikatakan zina apabila tidak terdapat empat orang saksi. Saksi 

tersebut lebih dikondisikan harus laki-laki. Apabila ada saksi 

perempuan, maka satu orang laki-laki imbangannya adalah dua orang 

perempuan.
122

 Kemudian saksi tersebut menyaksikan langsung 

perbuatan zina yang dilakukan oleh pelaku. Dikarenakan hal ini 

apabila tidak didasarkan pada penglihatan langsung, maka menurut 

Imam Syafi’i hal tersebut menimbulkan syubhat.
123

 

b. Pengakuan yang dilakukan oleh orang yang melakukan zina, dengan 

syarat ia bersungguh-sungguh mengakui perbuatannya dan dapat 

dipercaya, dewasa, dan berakal sehat.
124

 

c. Adanya tanda ataupun isyarat, seperti terjadinya kehamilan akibat 

dari perbuatan zina. 

d. Li’an, merupakan sumpah suami yang menuduh istri berzina, yang 

tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, kemudian istrinya 
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tidak menolak tuduhan dari suaminya, maka tuduhan tersebut 

dinyatakan benar.
125

 

Sebelum dijatuhi hukuman terhadap pelaku zina, maka di haruskan 

terpenuhinya alat bukti dari zina seperti pemaparan di atas. Apabila perkara 

putusan pengadilan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna ditinjau penghukumannya 

dalam hukum Islam, maka korban yang disebut juga sebagai pelaku dapat 

dikenakan hukuman ḥadd, karena terpenuhi unsur-unsur dari alat bukti 

perzinaan. Walaupun tidak terdapat saksi yang melihat langsung perbuatan yang 

dilakukan olehnya dengan 3 laki-laki yang menggaulinya, pernyataan 

pengakuan (iqrar) saja dapat diterapkan hukuman terhadap dirinya.  

Hal ini penulis lihat berdasarkan penjelasan dari M. Said Jamhari   dalam 

penelitiannya, yang menjelaskan bahwa iqrar dapat dijadikan salah satu bukti 

untuk membuktikan suatu jarῑmah. Dengan syarat, iqrar harus jelas, dengan 

runtut dan rinci, serta dikemukakan secara tegas mengenai suatu hal yang 

diketahui oleh pelaku, dan ia mengalaminya sendiri, dan tidak ada paksaan. 

Akan tetapi, walaupun iqrar termasuk alat bukti sah, hakim harus mengikuti tata 

cara Rasulullah Saw ketika memeriksa alat bukti yang hanya berupa pengakuan 

dari pelaku saja.
126

 

Berdasarkan pemaparan Muhammad Fathurahman Pontoh dalam 

penelitiannya, menyebutkan bahwa pengakuan (iqrar) seorang penzina pada 

masa Rasulullah Saw dilakukan sebanyak empat kali di depan Rasulullah Saw 

secara langsung, hal ini apabila diperspektifkan seperti iqrar dihadapan 

persidangan di pengadilan, dan jika iqrar tersebut dilakukan di luar pengadilan, 

maka tidak sah alat buktinya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian.
127
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Dengan demikian, apabila pelaku mengakui secara nyata dan benar-

benar yakin atas perbuatan zina yang dilakukannya, maka ia dapat diterapkan 

hukuman ḥadd zina. Jika perkara eksploitasi seksual dalam putusan No. 

337/Pid.Sus/2020/PN.Bna diselesaikan secara hukum Islam, maka korban dapat 

dikenakan hukuman karena juga menjadi pelaku perzinahan. Selain itu korban 

ini juga mengakui perbuatan zina yang dilakukan bersama ketiga laki-laki di 

rumah kos pada malam hari, walaupun tidak ada saksi yang menyaksikan 

perbuatan mereka.  

Penghukuman yang dapat diberikan kepada korban sekaligus pelaku 

perzinahan tersebut yaitu hukuman yang diterapkan berdasarkan substansi zina 

gairu muḥṣan. Hal ini dikarenakan perempuan tersebut belum menikah, dan 

hukumannya yaitu dijilid/ dicambuk sebanyak 100 kali. Hal ini juga berlaku 

kepada ketiga laki-laki yang melakukan perzinahan dengannya, karena ketiga 

laki-laki tersebut juga belum menikah. Sedangkan pada pelaku utama eksploitasi 

seksual yaitu mucikari, apabila penghukumannya diselesaikan secara hukum 

Islam, maka hukuman yang dapat diberikan adalah hukuman ta’zῑr. Karena 

delik eksploitasi seksual tidak ada pembahasannya di dalam jarῑmah ḥudud. 

Hukuman ta’zῑr merupakan sanksi disiplin yang berupa pemukulan, 

diputusnya hubungan, hinaan, ataupun pengusiran. Hukuman ini wajib diberikan 

kepada setiap perbuatan yang tidak ada ketetapannya di dalam nash oleh Allah 

Swt, dan tidak ada kafaratnya (penebusnya).
128

 Pelaksanaan hukuman ta’zῑr 

diserahkan kepada pemimpin atau penguasa di suatu negeri. Jumhur Ulama 

mensyaratkan cambukan dalam ta’zῑr tidak melebihi 30 cambukan, sedangkan 

menurut Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa imam berhak memukul agar 

adanya efek jera terhadap pelaku, walaupun melebihi 100 cambukan, dengan 

syarat tidak menyebabkan kematian.
129
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Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hukum positif yang berlaku di 

Indonesia saat ini yaitu hukum yang sesuai dengan rujukan KUHP dan Hukum 

Pidana Khusus. Kasus yang terdapat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 

337/Pid.Sus/2020/PN.Bna diselesaikan menggunakan hukum pidana khusus. 

Karena KUHP tidak mendetail menjelaskan susbtansi Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dalam bentuk Eksploitasi Seksual, yang diberikan hukuman 

hanyalah terdakwa yang mengajak korban. 

Tetapi apabila hal ini dikaitkan dalam hukum pidana Islam, bukan hanya 

terdakwa saja yang dapat dihukum, melainkan korban juga dapat dihukum. 

Dikarenakan, korban mengakui melakukan hubungan badan dan tanpa adanya 

unsur paksaan. Hal ini masuk ke dalam kategori perbuatan zina yang dilakukan 

oleh korban dengan adanya ajakan dari terdakwa, dengan adanya kesepakatan 

dengan terdakwa dalam hal sama-sama mendapat keuntungan insentif yang 

didapat oleh keduanya. Konsep paksaan seperti yang telah disebutkan dalam 

pembahasan di atas, jika ditelusuri dalam hukum Islam maka telah dijelaskan 

oleh Mahmuddin bahwasanya paksaan disebut sebagai ikrah.  

Substansi ikrah memiliki aspek sebuah keharusan untuk melakukan 

sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dipaksa agar melakukan 

perbuatan yang tidak ingin diperbuat atau tidak disenangi, tujuan ia melakukan 

hanya untuk melindungi diri dari seseorang yang memaksa, yang akan terdapat 

mudharat apabila ia melanggar sesuatu yang dipaksakan oleh orang yang 

memaksa.
130

 

Ikrah memiliki unsur-unsur, seperti: 

1. Ikrah tam atau mulji’lal-ikrah kaamil, yaitu sebuah keadaan yang 

terdapat ancaman diri seorang yang dipaksa (mukrah alaih) dan tidak 

dapat dihindari.  
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2. Ikrah naqish atau ghairu mulji’, yaitu sebuah keadaan yang adanya 

ancaman, tetapi tidak dapat menyebabkan kecacatan, atau kematian. 

3. Ikrah ma’nawi, yaitu sebuah keadaan yang terdapat ancaman yang 

melibatkan keluarga, seperti orang tua, anak, dan lainnya.
131

  

 

Terkait dengan paksaan dalam pebuatan zina, Jumhur Ulama telah 

berpendapat jika seseorang dipaksa untuk berzina, maka ia tidak diperbolehkan 

untuk menaati paksaan itu walaupun adanya pengancaman pembunuhan. 

Dikarenakan perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak 

nasab (keturunan).
132

 

Dengan pemaparan diatas, tidak ada kecocokan dengan konsep paksaan 

yang telah disebutkan oleh penulis, karna tidak ada penekanan yang 

menyebutkan substansi paksaan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya korban 

melakukan hubungan badan tanpa adanya unsur paksaan dan murni atas 

keinginan dirinya. Apabila kasus ini di selesaikan dengan hukum Islam, maka 

hukuman yang diberikan berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi, karena 

indonesia adalah negara yang wilayah yurisdiksinya adalah negara hukum yang 

memakai KUHP, maka hukum yang diberikan sesuai dengan hukum yang 

berlaku berdasarkan KUHP dan undang-undang yang menyertainya, dalam 

hukum pidana konvensional ini, penjatuhan hukuman hanya berlaku kepada 

Terdakwa/ pelaku eksploitasi seksual, tidak berlaku untuk korban perzinahan.  
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan analisis penulis yang berkaitan dengan 

penelitian ini, serta beberapa pembahasan yang telah menjelaskan maksud dan 

arah penelitian di dalam bab-bab sebelumnya, demikianlah judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut 

Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/Pn. 

Bna)” ini telah selesai dirampungkan. Penulis menjabarkan beberapa 

kesimpulan dari permasalahan penelitian ini yaitu: 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian, telah ditemukan objek kajian delik 

eksploitasi seksual di dalam putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna. 

Dalam putusan tersebut terdapat sebuah kejahatan yang berupa ajakan 

terhadap korban untuk melakukan suatu perbuatan seksual. Tindakan ini 

masuk ke dalam ranah tindak pidana perdagangan orang. Pelaku diberikan 

hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 120 juta rupiah. Jika denda 

tidak dapat terpenuhi, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 

2 bulan, acuan pemberian hukuman ini berdasarkan pasal 2 UU No 21 

tahun 2007. Dengan demikian, pelaku dapat mempertanggungjawabkan 

kesalahannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. 

2. Mengenai perspektif hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban 

pidana delik eksploitasi seksual yang dilihat dari putusan No. 

337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, apabila dalam hukum positif hanya pelaku 

(mucikari) yang mengajak korban saja yang diberikan hukuman, maka 

dalam hukum Islam pelaku dan korban juga dapat dikenakan hukuman. 

Korban (pelaku zina) dapat dijatuhi hukuman dan dapat dikenakan ḥadd 

zina berdasarkan pengakuan. Korban berstatus belum menikah, maka ia 

dikatakan sebagai pezina gairu muḥṣan, yang hukumannya berupa jilid 

100 kali di hadapan khalayak ramai. Sedangkan terhadap pelaku utama 
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(mucikari) diberikan hukuman ta’zῑr. Karena delik eksploitasi seksual 

tidak terdapat pembahasannya di dalam jarῑmah ḥudud. Hal ini 

penghukumannya diserahkan kepada pemimpin/penguasa.  

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang didapatkan dalam 

penelitian ini, terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 

1.  Perlu adanya penekanan terhadap konsep dari syakhṣiyyatul ‘uqūbah  

atau disebut sebagai pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, 

dalam artian setiap jarῑmah dapat diterapkan penghukuman dilihat dari 

berat ringannya suatu perbuatan seseorang saja. 

2. Penelitian ini masih belum dikatakan sempurna, maka perlu adanya 

pembaharuan penelitian di kemudian hari dengan adanya pengembangan 

agar konsep pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi semakin jelas 

kajiannya dalam hukum Islam. Hal yang perlu dikembangkan terkait 

penelitian ini yaitu substansi penghukuman terhadap 

pertanggungjawaban delik eksploitasi harus jelas konsep pelaku 

(mucikari) dan pelaku yang melakukan perbuatan seksualnya, agar 

penerapan hukum Islam senantiasa terjaga dan penghukumannya tidak 

melampaui batas.   
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